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MOTTO 
 
         
 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruflatin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
x 
 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 
 
xi 
 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif a> a dan garis di atas 
xii 
 
atau ya 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
xiii 
 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
xiv 
 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
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maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Niken Anjarwati, NIM : 152.131.067, “STUDI KOMPARATIF BATAS 
USIA ANAK YANG DAPAT DIJATUHI HUKUMAN PIDANA MENURUT 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG 
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.” 
Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami 
keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, 
yang dikategorikan sebagai kenakalan anak.Kenakalan yang ditimbulkan tersebut, 
bahkan bisa saja menjurus ke arah perbuatan melawan hukum. Maka tulisan ini 
ingin mengungkap tentang batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman menurut 
hukum Islam dan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Terdapat dua rumusan masalah yaitu batas usia anak yang dapat dijatuhi 
hukuman pidana dan perbandingan penanganan pidana anak usia di bawah 12 
tahun menurut hukum Islam dan UUSPPA. Adapun metode yang digunakan 
dalam  penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian 
library research (penelitian pustaka) dengan sumber data sekunder yang terdiri 
dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 
Hasil penelitian ini ialah menurut hukum Islam anak dapat dikatakan cakap 
hukum atau ba>ligh adalah anak yang sudah berusia 15 tahun, sedangkan dalam 
UUSPPA batas usia anak cakap hukum yaitu anak yang sudah berumur 12 tahun 
tetapi belum berumur 18 tahun. Anak yang belum ba>ligh dan diduga melakukan 
suatu jarimah maka menurut fiqih anak tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman, 
karena anak  yang belum ba>ligh adalah anak yang belum berakal sehat dan belum 
dapat memahami pembebanan (taklif). Menurut UUSPPA pelaku pidana anak 
yang berusia di bawah 12 tahun dikembalikan kepada orangtua/walinya karena 
berdasarkan pertimbangan pembuat undang-undang secara psikologis dipandang 
bahwa anak dibawah umur 12 tahun belum mempunyai kematangan berpikir 
untuk menilai perbuatannya dan akibat perbuatannya sehingga keputusan untuk 
berbuat atau tidak berbuat pada anak di bawah umur lebih banyak didasari oleh 
kehendaknya. 
 
  
 
 Kata Kunci: Batas Usia Anak, Anak Berhadapan Hukum, Hukum Pidana 
Islam. 
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ABSTRACT 
 
 
Niken Anjarwati, NIM : 152.131.067, "COMPARATIVE STUDY ON THE 
AGE OF CHILDREN WHO CAN BE FALLED BY CRIMINAL PUNISHMENT 
ACCORDING TO ISLAMIC LAW PERSPECTIVE AND NO. 11 OF 2012 
CONCERNING CHILDREN'S CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. " 
Children who are raised in an atmosphere of conflict tend to experience 
mental unrest which can encourage children to take negative actions, which are 
categorized as child delinquency. Such mischief can even lead to unlawful acts. 
So this paper describes the purpose and contribution of Islamic criminal law and 
Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System in handling 
criminal cases of children under the age of 12 (twelve) years. 
To review this thesis there are two formulations of the problem, namely the 
age limit of children who can be sentenced to criminal penalties and the 
comparison of criminal treatment of children under 12 years according to Islamic 
law and UUSPPA. The method used in this study is to use qualitative research 
methods with deductive analysis. Methods of collecting data using documentation 
studies. This research uses library research. The data sources of this study include 
primary, secondary, and tertiary data. So that this study is able to explain the 
results derived from the provisions of the Law No. 11 of 2012 concerning the 
Child Criminal Justice System and fiqh which originated from the opinions of 
experts. 
The results of this study are that according to Islamic law children can be 
said to be capable of law or ligh is a child who is 15 years old, while in UUSPPA 
the age limit is a child who is capable of law, a child who is 12 years old but not 
yet 18 years old. Children who have not been lighed and are suspected of doing a 
finger then according to the child's jurisprudence cannot be punished, because 
children who have not been lighed are children who are not yet healthy and cannot 
understand the burden (taklif). According to UUSPPA, criminal offenders of 
children under 12 years old are returned to their parents / guardians because based 
on psychological lawmakers' consideration it is seen that children under the age of 
12 do not have the maturity to think about their actions and the consequences of 
doing so. minors are based more on their will. 
 
 
 
Keywords: Child Age Limit, Children face the law, Islamic Criminal Law. 
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ABSTRAK 
 
Niken Anjarwati, NIM : 152.131.067, “STUDI KOMPARATIF BATAS USIA 
ANAK YANG DAPAT DIJATUHI HUKUMAN PIDANA MENURUT PERSPEKTIF 
HUKUM ISLAM DAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN 
PIDANA ANAK.” 
Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa 
yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan 
sebagai kenakalan anak.Kenakalan yang ditimbulkan tersebut, bahkan bisa saja menjurus ke 
arah perbuatan melawan hukum. Maka tulisan ini ingin mengungkap tentang batas usia anak 
yang dapat dijatuhi hukuman menurut hukum Islam dan UU No.11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Terdapat dua rumusan masalah yaitu batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman 
pidana dan perbandingan penanganan pidana anak usia di bawah 12 tahun menurut hukum 
Islam dan UUSPPA. Adapun metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini 
menggunakan penelitian library research (penelitian pustaka) dengan sumber data sekunder 
yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 
Hasil penelitian ini ialah menurut hukum Islam anak dapat dikatakan cakap hukum atau 
ba>ligh adalah anak yang sudah berusia 15 tahun, sedangkan dalam UUSPPA batas usia anak 
cakap hukum yaitu anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Anak 
yang belum ba>ligh dan diduga melakukan suatu jarimah maka menurut fiqih anak tersebut 
tidak dapat dijatuhi hukuman, karena anak  yang belum ba>ligh adalah anak yang belum 
berakal sehat dan belum dapat memahami pembebanan (taklif). Menurut UUSPPA pelaku 
pidana anak yang berusia di bawah 12 tahun dikembalikan kepada orangtua/walinya karena 
berdasarkan pertimbangan pembuat undang-undang secara psikologis dipandang bahwa anak 
dibawah umur 12 tahun belum mempunyai kematangan berpikir untuk menilai perbuatannya 
dan akibat perbuatannya sehingga keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat pada anak di 
bawah umur lebih banyak didasari oleh kehendaknya.
 
 
  
 
 Kata Kunci: Batas Usia Anak, Anak Berhadapan Hukum, Hukum Pidana Islam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Niken Anjarwati, NIM : 152.131.067, "COMPARATIVE STUDY ON THE AGE OF 
CHILDREN WHO CAN BE FALLED BY CRIMINAL PUNISHMENT ACCORDING TO 
ISLAMIC LAW PERSPECTIVE AND NO. 11 OF 2012 CONCERNING CHILDREN'S 
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. " 
Children who are raised in an atmosphere of conflict tend to experience mental unrest 
which can encourage children to take negative actions, which are categorized as child 
delinquency. Such mischief can even lead to unlawful acts. So this paper describes the 
purpose and contribution of Islamic criminal law and Law No. 11 of 2012 concerning the 
Child Criminal Justice System in handling criminal cases of children under the age of 12 
(twelve) years. 
To review this thesis there are two formulations of the problem, namely the age limit of 
children who can be sentenced to criminal penalties and the comparison of criminal treatment 
of children under 12 years according to Islamic law and UUSPPA. The method used in this 
study is to use qualitative research methods with deductive analysis. Methods of collecting 
data using documentation studies. This research uses library research. The data sources of 
this study include primary, secondary, and tertiary data. So that this study is able to explain 
the results derived from the provisions of the Law No. 11 of 2012 concerning the Child 
Criminal Justice System and fiqh which originated from the opinions of experts. 
The results of this study are that according to Islamic law children can be said to be 
capable of law or ligh is a child who is 15 years old, while in UUSPPA the age limit is a child 
who is capable of law, a child who is 12 years old but not yet 18 years old. Children who 
have not been lighed and are suspected of doing a finger then according to the child's 
jurisprudence cannot be punished, because children who have not been lighed are children 
who are not yet healthy and cannot understand the burden (taklif). According to UUSPPA, 
criminal offenders of children under 12 years old are returned to their parents / guardians 
because based on psychological lawmakers' consideration it is seen that children under the 
age of 12 do not have the maturity to think about their actions and the consequences of doing 
so. minors are based more on their will. 
 
 
 
Keywords: Child Age Limit, Children face the law, Islamic Criminal Law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah rantai kehidupan. Pada anak-anak inilah kehidupan sekarang 
akan berlanjut ke masa yang akan datang. Dalam surat Al-A‘ra>f ayat 172 
disebutkan:  
                           
                           
       
Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi 
(tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil 
kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman): Bukankah aku ini 
Tuhanmu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi. 
(Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak 
mengatakan: Sesungguhnya ketikaitu kami lengah terhadap itu.”1 
 
Dengan bekal keimanan ini, seorang anak yang baru lahir tidak memiliki 
dosa melainkan suci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Tidaklah seorang 
                                                             
1
Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Alwaah, 1993), hlm. 
250.  
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anak lahir melainkan dalam keadaan fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang 
mengubah menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi”.2 
Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan 
kesucian anak tersebut. Kewajiban itu jelas sebagaimana terkandung dalam 
surat At-Tahri>m ayat 6: 
                 
                   
           
Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan  
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 
batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak 
durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan 
selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya”.3 
 
Dalam mengimplementasikan pendidikan kepada anak, Al-Qur‟an 
memberikan contoh-contoh pendidikan kepada anak sebagaimana yang 
dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail, Yakub kepada anak-anaknya, Nabi 
Zakaria terhadap Nabi Yahya, dan Luqman kepada anak-anaknya. Hal tersebut 
sebagaimana terangkum dalam surat Al-Anbiya >‟ ayat 85-86, surat Luqma>n, 
dan surat A>li„Imra>n.4 
                                                             
2
 Al-Imam Al-Bukhari, “Kitabul Jana‟iz”, (Bukhari: 1358, Muslim 2658, 2659).  
3
Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Alwaah, 1993), hlm. 
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Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat 
khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa 
depan.
5
Tak bisa dipungkiri bahwa perilaku kenakalan anak semakin hari 
semakin meningkat, hal ini terungkap juga dalam data anak yang berkonflik 
dengan hukum, anak yang menjadi korban eksploitasi, seks komersial, anak 
yang terjebak pada narkoba dan zat adiktif lainnya. Belum lagi kasus-kasus 
perilaku seks bebas di antara remaja-remaja yang masih di bawah umur, kasus 
kekerasan (perkelahian remaja).Kepanikan ini lengkap sudah, ketika media 
juga mengajarkan kekerasan dalam setiap tayangan TV, berpacaran ala orang 
dewasa dan tontonan porno lainnya yang bisa diakses melalui VCD, HP, 
maupun internet.
6
 
Perlu adanya pembatasan usia dalam hukum untuk membedakan antara 
anak dan orang yang sudah dewasa. Karena antara anak dan orang dewasa 
memiliki cakap akal yang berbeda. Untuk mengatasi perbedaan tersebut harus 
ada pembatasan usia dalam mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai 
dengan kecakapan akal yang mereka miliki.  
Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadang kala 
sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak berarti sanksi 
yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih 
mengalami perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju 
kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang yang sudah dewasa. 
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 Mukaddimah Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
6
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Konsekuensinya reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan 
kepada orang dewasa yang lebih mengarah kepada punitif.
7
 
Pengalaman Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah „Aisyiyah 
Dalam Mendampingi Kasus Yang ditangani dapat dijabarkan sebagai berikut. 
Pada tahun 2012, litigasi 29 kasus dan non-litigasi 96 Kasus. Total 125 Kasus. 
Pada tahun 2013,litigasi 37 kasus dan non-litigasi 144 kasus. Total 181 kasus. 
Pada tahun 2014,litigasi 28 kasus dan non-litigasi 213 kasus. Total 241 kasus. 
Pada tahun 2015,litigasi 34 kasus dan non-litigasi 512 kasus. Total 546 kasus.
8
 
Pemerintah Indonesia mengatur batas usia anak yang tercantum dalam 
Undang-Undang berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang batas usia anak yang 
berkonflik dengan hukum, yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum yang 
selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana.
9
 
Sedangkan dalam hukum Islam, berbagai larangan dan perintah yang 
datang dari Syara‟ maka perintah dan larangan itu hanya ditujukan kepada 
orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (taklif).
10
 Seorang 
anak tidak akan dikenakan hukuman H{adkarena kejahatan yang dilakukannya. 
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Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia 
berapapun sampai dia mencapai umur puber, Qodhi berhak untuk menegur 
kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan 
membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan 
lagi di masa yang akan datang.
11
 
Anak dapat dikatakan cakap hukum jika sudah memasuki masa 
mummayyiz yaitu seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang 
baik dan sesuatu yang buruk, yakni ketika ia berumur 7 tahun hingga 
memasuki masa a>qilba>ligh. Batasana>qilba>ligh tidak dapat ditentukan usianya, 
karena antara anak berbeda-beda.  
Meskipun masa a>qilba>lighberbeda antara orang yang satu dengan yang 
lain, namun ulama fiqih mengemukakan batas minimal bagi perempuan adalah 
umur 9 tahun dan anak laki-laki adalah umur 12 tahun. Namun bila sampai 
umur 15 tahun belum datang tanda a>qilba>lighbagi mereka, maka umur 15 tahun 
itu dijadikan batas maksimal masa mummayyiz dan anak sudah dianggap 
a>qilba>ligh.12 
Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah bagaimana 
kebijakan hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anakterhadap anak yang berhadapan dengan hukum 
dimana anak tersebut berusia dibawah 12 tahun. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka dalam tulisan ini ditetapkan untuk 
membahas mengenai permasalahan tentang batas usia anak yang dapat dijatuhi 
hukuman pidana. Oleh karena itu penulis mengangkat topik dengan judul: 
“Studi Komparatif Tentang Batas Usia Anak yang Dapat dijatuhi Hukuman 
Pidana Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No.11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak”. 
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B. Rumusan Masalah  
Dari uraian di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanabatas usia anak yang dapat mempertanggungjawabankan 
pidanamenurut hukum Islam danUU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak? 
2. Bagaimana perbandingan penanganan pidana anak berdasarkan batas 
usiamenurut hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mendeskripsikanbatas usia anak yang dapat mempertanggungjawabankan 
pidanamenurut hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
2. Mendeskripsikanperbandingan penanganan pidana anak berdasarkan batas 
usia menurut hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian tentang Studi Komparatif Tentang Batas Usia Anak yang 
Dapat dijatuhi Hukuman Pidana Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU 
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No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat 
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.  
1. Kegunaan Secara Teoritis 
Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan 
wawasan keilmuan bagi pengembang ilmu hukum khususnya dalam hukum 
pidana Islam dan hukum Positif mengenai Studi Komparatif Tentang Batas 
Usia Anak yang Dapat dijatuhi Hukuman Pidana Menurut Perspektif 
Hukum Islam dan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. 
2. Kegunaan Secara Praktis  
a. Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi penegak hukum 
dalam menyelesaikan tindak pidana anak yang tidak sesuai dengan aturan 
yang berlaku di Indonesia, sehingga pelaku mendapat bimbingan secara 
psikologis agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang batas usia anak yang 
dapat dijatuhi ancaman hukum baik dari segi hukum negara maupun 
agama. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, baik 
bagi para praktisi negara dan agama maupun masyarakat umum. 
 
E. Kerangka Teori  
Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu 
luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka 
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penelitian perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini yaitu 
Studi Komparatif Tentang Batas Usia Anak yang Dapat dijatuhi Hukuman 
Pidana Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No.11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. 
1. Dengan bekal keimanan, seorang anak yang baru lahir tidak memiliki dosa 
melainkan suci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 
 ِِوناَس ِّجَُمي ْوَأ ِِوناَد ِّوَه ُي ُهاَو ََبَأف ،ِةَرْطِفْلا ىَلَع ُدَلْو ُي ٍدْوُلْوَم ُّلُك ْوَأ
 ِِوناَر ِّصَن ُي 
 
Artinya : “Tidaklah seorang anak lahir melainkan dalam keadaan 
fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang mengubah menjadi Yahudi, 
Nasrani, atau Majusi.”13 
 
Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan 
kesucian anak tersebut.
14
 
2. Jarimah  
Dari segi bahasa jarimah merupakan kata jadian (masdar) dengan asal 
kata jarama yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti 
perbuatan salah. Dari segi istilah, jarimah diartikan larangan-larangan syara‟ 
yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta‟zir. 
Hukuman h~ad adalah suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan 
oleh nas. Adapun hukuman ta‟zir adalah hukuman yang pelaksanaannya 
diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman ta‟zir dijatuhkan 
dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan 
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kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat 
dikatakan bahwa hukuman ta‟zir diterapkan tidak secara definitif, 
melainkan melihat situasi dan kondisi, dan bagaimana perbuatan jarimah 
terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas 
dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.
15
 
3. Hukum Taklif 
Hukum Taklify yaitu hukum yang mengandung tuntutan (suruhan atau 
larangan).
16
 Berbagai larangan dan perintah yang datang dari Syara‟ maka 
perintah dan larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat 
dan dapat memahami pembebanan (taklif).
17
 
4. Usia/ Umur anak yang dapat dijatuhi hukuman 
Umur adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, dikatakan 
masa awal dewasa adalah usia 18-40 tahun, dewasa madya adalah 41-60 
tahun, dewasa lanjut > 60 tahun. Umur adalah usia individu yang terhitung 
mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. 
Jenis perhitungan umur/usia terdiri atas : 
- Usia Kronologis yaitu perhitungan usia yang dimulai dari saat kelahiran 
seseorang sampai dengan waktu perhitungan usia. 
- Usia Mental yaitu perhitungan usia yang didapatkan dari taraf 
kemampuan mental seseorang. 
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- Usia Biologis adalah perhitungan usia berdasarkan kematangan biologis 
yang dimiliki oleh seseorang.
18
 
Dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang batas usia anak yang berkonflik 
dengan hukum, yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum yang 
selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana.
19
 
Sedangkan dalam hukum Islam, anak dapat dikatakan cakap hukum 
jika sudah memasuki masa mummayyiz yaitu seorang anak yang sudah dapat 
membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, yakni ketika ia 
berumur 7 tahun hingga memasuki masaa>qilba>ligh. Batasan a>qilba>lightidak 
dapat ditentukan usianya, karena antara anak berbeda-beda.  
Meskipun masa a>qilba>lighberbeda antara orang yang satu dengan 
yang lain, namun ulama fiqh mengemukakan batas minimal bagi perempuan 
adalah umur 9 tahun dan anak laki adalah umur 12 tahun. Namun bila 
sampai umur 15 tahun belum datang tanda a>qilba>lighbagi mereka, maka 
umur 15 tahun itu dijadikan batas maksimal masa mummayyiz dan anak 
sudah dianggapa>qilba>ligh.20 
 
                                                             
18
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5. Hukuman 
Hukuman dalam istilah Arab sering disebut „uqu>bat, yaitu bentuk balasan 
bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara‟ yang 
ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.
21
 
Sedangkan sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut „īqāb 
(bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah „uqūbat yang 
memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan.
22
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau 
tidak. Maka dalam rangka mendukung tujuan penelitian ini, maka penulis 
mencoba mengembangkan tulisan ini dengan dukungan oleh penelitian 
terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian tentang batas usia anak yang 
dapat dijatuhi hukuman pidana, antara lain: 
1. Brinna Listiyani,Batas usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Analisis 
Putusan No.229/Pid.B.Anak/2013/Pn.Jkt.Sel), membahas tentang 
teoripertanggungjawaban dimana pidana dapat dilaksanakan jika telah ada 
seseorang yang melakukan tindak pidana. Namun, seseorang bisa saja tidak 
dimintai pertanggungjawaban apabila tidak memenuhi unsur-unsur 
                                                             
21
  Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam..., hlm. 111. 
22
 Imam Muttaqin, Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum 
Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, As-Syari‟ah Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, Nomor 2, 2016, 
hlm. 11. 
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pertanggungjawaban pidana misalnya anak dibawah umur. Dalam Kitab 
Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana anak 
ada di Pasal 45, 46 dan 47 yang berisikan seorang anak yang belum 
mencapai usia 16 (enam belas) tahun tidak dimintai pertangungjawabannya. 
Undang-undang tentang pidana anak beraneka ragam dalam menetapkan 
batas usia seseorang dikategorikan sebagai anak.  
Kemudian membahas tentang putusan No.229/Pid.B.Anak/2013/Pn. 
Jkt.sel seseorang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun masuk dalam Sidang 
Anak dan dijatuhi pidana sesuai Undang-Undang Peradilan Anak. Putusan 
hakim ini berbeda dengan aturan pidana bagi anak dalam KUHP. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini penulis membandingkan beberapa Undang-
Undang yang mengatur tentang pidana anak dengan KUHP. 
Sedangkan menurut hukum Islam, seorang anak yang telah masuk 
usiaba>lighulama‟ sepakat berusia 15 (lima belas) tahun sudah dimintai 
pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya dan dihukum 
atau di sanksi sesuaidengan hukuman yang diberikan kepada orang 
dewasa.
23
 
2. Ibnu Abbas,Batas Minimal Usia Cakap Hukum Dalam Undang-Undang 
No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum 
Islam. Penelitian ini membahas tentangmemelihara anak dalam Islam 
                                                             
23
 Brinna Listiyani, “Batas usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan 
No.229/Pid.B.Anak/2013/Pn.Jkt.Sel)”, Skripsi tidak diterbitkan, jurusan Jinayah UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2016. 
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dikenal dengan istilah hadanah. Hadanah berarti mendidik dan memelihara 
anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri untuk mengurus dirinya, 
agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan 
bertanggungjawab.Pelaksanaan hadanah hukumnya adalah wajib. Apabila 
anak yang masih dibawah umur dibiarkan begitu saja dikhawatirkan akan 
mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan 
sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan.  
Kemudian membahas tentang batas minimal usia cakap hukum anak 
dalam UU No. 3 Tahun 1997bahwa seorang anak yang belum berumur 8 
tahun apabila melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka ada dua 
alternative tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut tanpa 
dikenainya sebuah hukuman. Pertama anak dapat diserahkan kepada orang 
tua wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. 
Kedua dapat diserahkan ke Departemen sosial jika anak tersebut sudah tak 
bisa lagi dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
24
 
3. Hwian Christianto, Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia 
Pemidanaan Anak. Membahas tentang pentingnya perlindungan hak anak 
yang pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hakikat 
keberadaan manusia. Anak dalam kondisinya yang terbatas bukan berarti 
tidak memiliki hak sebagaimana manusia dewasa tetapi mendapatkan hak 
                                                             
24
 Ibnu Abbas, “Batas Minimal Usia Cakap Hukum Dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, Skripsi 
tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 
2012. 
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tersebut dengan upaya penjaminan khusus. Kemudian membahas batas usia 
Pemidanaan 12 tahun sebagai upaya Perlindungan anak dan hak asasi anak. 
Dimana usia 12 tahun juga mengindikasikan seorang anak sudah dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya walapun tidak seperti orang 
dewasa.
25
 
4. Agustinus Danan Suka Dharma,Keberagaman Pengaturan Batas Usia 
Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan 
Perundang-Undangan Di Indonesia. Membahas tentang perbedaan 
pengaturan batas usia dewasa pada peraturan perundang-undangan di 
Indonesia dan upaya untuk mengatasi keberagaman pengaturan batas usia 
dewasa tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan 
pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk menjadi syarat kecakapan 
dalam melakukan perbuatan hukum, yakni ada yang menentukan 18 tahun 
dan 21 tahun, dan upaya untuk mengatasi keberagaman tersebut dengan 
penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat 
Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015.
26
 
5. Siti Kasiyati,Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di 
Indonesia (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan 
Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah). Membahas tentang problem anak yang 
sangat kompleks, di antaranya; kekerasan, kesehatan, diskriminasi, anak 
                                                             
25
 Hwian Christianto, “Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia Pemidanaan Anak”, 
Jurnal Konstitusi, Vol. 8, Nomor 5, 2011. 
26
 Agustinus Danan Suka Dharma, “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang 
Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Jurnal 
Repertorium, Vol. II No. 2, 2015. 
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berhadapan dengan hukum, eksploitasi, perdagangan anak, pekerjaan 
terburuk untuk anak, anak korban konflik, subordinasi, dan lain-lain. Upaya 
pendampingan dan advokasi menjadi cara penyelesaian masalah anak 
berhadapan hukum.
27
 
Pokok bahasan sekarang Membahas mengenai Studi Komparatif Tentang 
Batas Usia Anak yang Dapat dijatuhi Hukuman Pidana Menurut Perspektif 
Hukum Islam dan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Berdasarkan dari beberapa karya yang telah penulis telaah, ada beberapa 
perbedaan antara karya diatas dengan penulisan yang dibahas pada skripsi ini. 
Yakni penulis mencoba mencari suatu jawaban tentang batas usia anak yang 
dapat dijatuhi hukuman pidana yang hanya memfokuskan masalah yang terjadi 
menurut perspektif hukum Islam dan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
 
G. Metode Penelitian 
Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari 
penggunaan metode. Pada hakekatnya konsep “metode penelitian” diartikan 
dengan seluruh kegiatan penelitian yang dijalankan. Dengan demikian pada 
                                                             
27
 Siti Kasiyati, ”Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia 
(Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah)”, 
Jurnal Al-Ahkam, Vol. 1, Nomor 1, 2016. 
17 
 
 
 
saat peneliti mulai memunculkan minat, ide dan gagasannya maka peneliti 
tersebut telah mulai menjalankan kegiatan penelitian.
28
 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian data yang digunakan di sini adalah penelitian 
kualitatif, kemudian metode penelitian yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu 
dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 
yang bersumber dari buku-buku, jurnal, penelitian, surfing internet yang ada 
kaitannya dengan tindak pidana anak. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder, 
yang mana meliputi sebagai berikut: 
a. Bahan HukumPrimer 
Bahan hukum primer adalah sumberdata yang diperoleh langsung 
dari sumbernya.
29
 Berupa kitab Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak. Sedangkan dalam hukum Islam menggunakan al-
Qur‟an, Fikih, dan pendapat Ahli Fikih. 
 
 
                                                             
28
 Mohammad Aslam Sumhudi, Komposisi Desain Riset,(Solo: CV. Ramadhani, 1991), hlm. 
37. 
29
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106. 
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b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder adalahdata yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 
penelitian,hasil penelitiandalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, 
peraturan perundang-undangan.
30
 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah sumber data pelengkap atau data yang 
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer 
dan sumber data sekunder.
31
 Misalnya: kamus-kamus (hukum), 
ensiklopedi hukum, dan media internet. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 
metode dokumentasi. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya 
barang-barang tertulis. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan 
untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar 
(foto), yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.
32
 
Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan yakni dengan 
mengambil data-data berupa sumber tertulis yang berkaitan dengan 
pembahasan batas usia anak yang dapat dipidana dan atau data-data yang 
dapat melengkapi seluruh unit kajian data yang akan diteliti. 
 
                                                             
30
Ibid, hlm. 106. 
31
Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 51 
32
Ibid, hlm. 158. 
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4. Teknik Analisis Data 
Metode yang dipakai penulis dalam menganalisis data yaitu dengan 
menggunakan metode kualitatif. Adapun metode yang dipergunakan dalam 
suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu 
penganalisisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban 
atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang 
diperoleh dari data-data kualitatif yang diperoleh dari sumber data sekunder 
berupa al-Qur‟an, buku Fikih, pendapat para ahli Fikih dan dari hukum 
positif saya ambil dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, dimana dari data tersebut telah disimpulkan.
33
 
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-
masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca 
untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang 
dikemukakan dalam tiap bab. 
Bab pertama yaitu bab pendahuluan, Bab ini menguraikan mengenai latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
karangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian serta 
Sistematika penulisan skripsi.  
                                                             
33
 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 96. 
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Bab kedua yaitu landasan teori, Bab ini membahas tentang teori umum 
yang relevan dengan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman pidana 
menurut perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Bab ketiga yaitu deskripsi data penelitian, dalam bab ini berisi uraian 
tentang batas usia anak yang dapat mempertanggungjawabankan pidana 
menurut perspektif hukum Islam dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Bab keempat yaitu studi komparatif, dalam bab ini diuraikan mengenai 
persamaan dan perbedaan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman pidana 
menurut perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Bab kelima yaitu Penutup, dalam bab ini berisi uraian tentang 
kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
KECAKAPAN AKAL DALAM MENGHADAPI HUKUM 
 
A. Pengertian Anak 
Pengertian anak dapat dilihat dari tiga tinjauan, yaitu tinjauan menurut 
Hukum Islam, Konvensi Internasional Tentang Anakdan tinjauan menurut 
perundang-undangan di Indonesia.  
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam 
a. Pengertian Anak Menurut al-Qur’an dan H{adis\ 
Anak adalah rantai kehidupan. Pada anak-anak inilah kehidupan 
sekarang akan berlanjut ke masa yang akan datang. Dalam surat Al-A‘ra>f 
ayat 172 disebutkan:  
                        
                       
             
 
Artinya :  
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang 
belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil 
kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman): Bukankah aku ini 
Tuhanmu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami), kami 
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bersaksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu 
tidak mengatakan: Sesungguhnya ketikaitu kami lengah terhadap itu.”1 
 
 
Dengan bekal keimanan, seorang anak yang baru lahir tidak 
memiliki dosa melainkan suci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 
 ِِوناَس ِّجَُمي ْوَأ ِِوناَد ِّوَه ُي ُهاَو ََبَأف ،ِةَرْطِفْلا ىَلَع ُدَلْو ُي ٍدْوُلْوَم ُّلُك ْوَأ
 ِِوناَر ِّصَن ُي 
Artinya : “Tidaklah seorang anak lahir melainkan dalam keadaan fitrah 
(suci). Kedua orang tuanyalah yang mengubah menjadi Yahudi, Nasrani, 
atau Majusi.”2 
 
Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan 
kesucian anak tersebut. Kewajiban itu jelas sebagaimana terkandung 
dalam surat At-Tahri>m ayat 6: 
                    
                     
           
Artinya : 
“Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak 
durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya”.3 
 
                                                             
1
  Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Alwaah, 1993), hlm. 
250.  
2
 Al-Imam Al-Bukhari, “Kitabul Jana‟iz”, (Bukhari: 1358, Muslim 2658, 2659). 
3
  Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Alwaah, 1993), hlm. 
951. 
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Dalam mengimplementasikan pendidikan kepada anak, Al-Qur‟an 
memberikan contoh-contoh pendidikan kepada anak sebagaimana yang 
dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail, Yakub kepada anak-
anaknya, Nabi Zakaria terhadap Nabi Yahya, dan Luqman kepada anak-
anaknya. Hal tersebut sebagaimana terangkum dalam surat Al-Anbiya >‟ 
ayat 85-86, surat Luqma>n, dan surat A>li„Imra>n.4 
b. Pengertian Anak Menurut Fiqih 
Kata “anak” berarti “manusia yang masih kecil.”Anak juga berarti 
manusia yang belum mummayyiz (belum dewasa). 
Mummayyiz (al-Mummayyiz, kata sifat dari mayyaza = 
menyisihkan), yaitu seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu 
yang baik dan sesuatu yang buruk, yakni ketika ia berumur 7 tahun. 
Mustafa Ahmad al-Zarqa mengemukakan bahwa menurut ‘us{hul 
fiqih,mummayyiz adalah periode setelah masa al-thufu-lah (anak kecil 
yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang 
mudarat buat dirinya) dan menjelangmasa ba>ligh. Dalam kondisi normal, 
masa mumayyizitu dimulai dari umur 7 tahun sampai datangnya masaa>qil 
ba>ligh, yaitu dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi 
berhubungan seksual bagi anak laki-laki. 
Meskipun masa a>qil ba>ligh berbeda antara orang yang satu dengan 
yang lain, namun ulama fiqihmengemukakan batas minimal bagi 
                                                             
4
 Siti Kasiyati, ”Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia 
(Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah)”, 
Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta), Vol. 1, Nomor 1, 2016, hlm. 78-79. 
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perempuan adalah umur 9 tahun dan anak laki adalah umur 12 tahun. 
Namun bila sampai umur 15 tahun belum datang tanda a>qil ba>ligh bagi 
mereka, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas maksimal masa 
mummayyiz dan anak sudah dianggap a>qil ba>ligh.5 
c. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat  
Menurut Soerjono Soekanto. “Seorang anak dipandang sebagai 
suatu keturunanmasyarakat, yang merupakan keturunan dari kedua orang 
tuanya sehingga anaktersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang 
dapat ditelusuri, baik melalui ayahibunya”. 
Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seorang 
anak dianggapdewasa dan wenang bertindak. Dimana ukuran dewasa 
seseorang dapat diukurdengan melihat : 
1) Kemandirian seseorang anak (telah berkerja) 
2) Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bertanggung jawab. 
3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.6 
2. Pengertian Anak Menurut Perundang-Undangan di Indonesia 
Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan 
pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan 
                                                             
5
 Rizal Darwis, ”Fiqh Anak Di Indonesia”, Jurnal Al-Ulum, (Gorontalo), Vol. 10, Nomor 1, 
2010, hlm. 122. 
6
Yudhi Marza Harca, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian Terhadap Anak Dibawah 
Umur Korban Tsunami Di Aceh, Premise Law Journal, (Sumatra), Volume 1, 2014, hlm. 6. 
 
25 
 
 
 
pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-
undangan tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat di bawah ini. 
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak 
merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat 
dijumpai antara lain pada: 
Pasal 45 
“Dalam halpenuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa 
karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, 
hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah 
dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa 
pidana apa pun”7 
 
Pasal ini meminta dua syarat yang kedua-duanya harus dipenuhi 
ialah: 
1) Orang itu waktu dituntut harus belum dewasa, yang dimaksud “belum 
dewasa”, ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum 
kawin. Jika seseorang sudah kawin dan bercerai sebelum umur 21 
tahun, ia tetap dipandang dewasa. 
2) Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang telah dilakukan orang 
tersebut pada waktu sebelum ia berumur 16 tahun. 
Jika kedua syarat itu dipenuhi, maka hakim dapat memutuskan 
salah satu dari tiga kemungkinan: 
                                                             
7
Departemen Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2000), hlm. 20. 
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1) Anak itu dikembalikan pada orang tua atau walinya, dengan tidak 
dijatuhi hukuman suatu apa pun, 
2) Anak itu dijadikan anak negara, maksudnya tidak dijatuhi hukuman, 
akan tetapi diserahkan kepada Rumah Pendidik Anak-anak nakal 
untuk mendapat didikan dari negara sampai anak itu berumur 18 
tahun. Hal ini hanya dapat dilakukan bila anak itu telah berbuat suatu 
kejahatan atau pelanggaran yang termaktub dalam pasal ini dan 
sebagai residive. 
3) Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa. Dalam hal ini ancaman 
hukuman dikurangkan dengan sepertiganya.
8
 
Pasal 283  
”Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan 
atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa 
menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, 
menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang 
melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan 
kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau 
sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika 
isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya”9 
 
Supaya dihukum menurut Pasal ini, maka tulisan ”menawarkan, 
memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan 
atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar 
kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan 
kepada seorang yang belum dewasa” yang bersifat cabul itu harus 
                                                             
8
 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: 
Politeia, 1995). hlm. 61-62. 
9
Departemen Kehakiman, Kitab Undang-Undang..., hlm. 96. 
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ditawarkan kepada: orang yang belum dewasa dan diketahuinya atau 
patut dapat disangkanya, bahwa ia belum cukup umur 17 tahun.
10
 
b. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak 
Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
(disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas 
anak yaitu: 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11
 
 
Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 
UU No. 35 Tahun 2014 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat 
disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 
2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.12 
c. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh UU No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 
angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, terdiri atas: 
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 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar...,hlm. 208. 
11
  Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
12
Wiyono, R, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 
hlm. 12. 
28 
 
 
 
1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak 
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana 
(Pasal 1 angka 3); 
2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak 
korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4); 
3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak 
saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 
didengar, dilihat/ atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5). 
Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut dapat 
diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam UU No. 11 tahun 
2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana”. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan 
anak dalam UU No.1 tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut. 
1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun. 
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.13 
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Ibid, hlm. 14-16. 
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d. Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 
Telas disebutkan dalam Pasal 32Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 
tentangPenyandang Disabilitasyang menyatakan bahwa: 
“Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan 
penetapan pengadilan negeri.”14 
Berdasarkan Pasal tersebut dinyatakan bahwa seorang Disabilitas 
dapat dikatakan tidak cakap hukum jika pihak pengadilan telah menetapkan 
ketidakmampuannya dalam berhadapan dengan hukum. 
Berdasarkan berbagai pengertian anak diatas, tidak diketemukan 
keseragaman batas usia anak yang dapat dikatakan dewasa. Akan tetapi dapat 
kita simpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia 
mengenai batas maksimal umur anak dapat dikatakan dewasa yaitu seseorang 
yang sudah menginjak umur 21 tahun. 
B. JARIMAH 
1. Pengertian Jarimah 
Jarimahberasal dari akar kata jarama, yajrimu, jarimatan, yang 
berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan 
terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah 
juga berasal dari kata ajrama yajrima yang berarti “melakukan sesuatu yang 
bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang 
lurus”. Abdul-Qadir „Audah menyatakan:  
Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila 
melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak 
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Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
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melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu 
apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau 
meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh 
syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.
15
 
Dari segi istilah, jarimah diartikan larangan-larangan syara‟ yang 
diancam oleh Allah dengan hukuman h{ad atau ta‟zir. Hukuman had adalah 
suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nas. Adapun 
hukuman ta‟zir adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan 
sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman ta‟zir dijatuhkan dengan 
mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi 
masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan 
bahwa hukuman ta‟zir diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat 
situasi dan kondisi, dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan 
waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi 
menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.
16
 
2. Unsur-Unsur Jarimah 
Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap 
delik (jarimah) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun jarimah 
dapat dibagi menjadi 2 (dua): pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur 
yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus, artinya 
unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu. 
Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah: 
                                                             
15
 Musthofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Bandung : 
Pustaka Setia, 2013), hlm. 10. 
16
Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 3-4. 
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a. Unsur Formil (adanya Undang-Undang atau nas). Artinya setiap 
perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat 
dipidana kecuali adanya nas atau Undang-Undang yang mengaturnya. 
Dalam hukum Positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, 
yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan 
pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang 
mengundangkannya. Dalam syariat Islam lebih dikenal dengan istilah ar-
rukn asy-syar‟i. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada 
perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang 
dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas”. Kaidah lain menyebutkan 
“tidak ada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan 
nas.
17
 
b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku 
seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun 
sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan 
ar-rukn al-madi. 
c. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya pelaku jarimah adalah orang 
yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang 
dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan ar-rukn 
al-adabi. Haliman dalam desertasinya menambahkan, bahwa orang yang 
melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, 
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Ibid, hlm. 10.  
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artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa 
atau karena pembelaan diri. 
Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, 
namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-
persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. 
Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah 
unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan 
berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis 
jarimah yang lainnya. Misalnya pada jarimah pencurian, harus terpenuhi 
unsur perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-
sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah 
ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, 
bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai 
satu nisab. Unsur khusus yang ada pada jarimah pencurian tidak sama 
dengan jarimah hirabah(penyamunan), pelakunya harus mukallaf, 
membawa senjata, jauh dari keramaian dan menggunakan senjata.
18
 
3. Macam-Macam Jarimah 
Objek utama kajian fiqihjinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai 
berikut: 
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Ibid, hlm. 11-12. 
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a. Jarimah Qisha>sh 
Secara literal, qisha>sh merupakan kata turunan dari qasha>sha-
yaqushshu-qashshan wa qasha>shan yang berarti menggunting, 
mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas.  
Al-Dhahar mengartikan “menghukum pelaku kriminal yang 
melakukannya dengan sengaja (seperti pembunuhan, melukai atau 
memotong anggota tubuh dan semisalnya) dengan hukuman yang sama 
dengan kriminalnya”.19 
Adapun arti qisha>sh secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-
Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada 
pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut 
(terhadap korban). Sementara itu dalam Al-Mu‟jam Al-Wasit, qisha>sh 
diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak 
pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan 
nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.
20
 
b. Jarimah H{udud 
Jarimah h{udud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan 
ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman h{ad (hak 
Allah). Hukuman h{ad yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah 
dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau 
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Burlian Paisal, Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia, (Jakarta:Sinar 
Grafika, 2015), hlm. 27. 
20
 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta : Amzah, 2018), hlm. 4. 
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walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat 
bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah h{udud ada tujuh, yaitu :21 
1) Jarimah Zina 
Zina adalah hukuman kelamin antara laki-laki dengan 
perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.
22
 Sedangkan 
menurut  Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan 
badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.
23
 
2) Jarimah Qadzaf (menuduh zina) 
Qadzaf dari segi bahasa berarti ar-ramyu (melempar). Menurut 
istilah, qadzaf adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa 
adanya alasan yang meyakinkan.
24
 
3) JarimahSariqah (Mencuri) 
Sariqah (pencurian) didefinisikan sebagai perbuatan mengambil 
harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki 
serta tidak adanya paksaan. Menurut Syarbini al-Khatib yang disebut 
pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di 
tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan 
dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat 
tertentu. Salim al-Uwa mengartikan pencurian sebagai mengambil 
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 Makhrus Munajat, Hukum Pidana..., hlm. 12. 
22
Ibid, hlm. 134. 
23
 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah..., hlm. 18.  
24
Ibid, hlm. 142 
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barang secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memiliki barang 
tersebut.
25
 
4) JarimahH{irabah (perampokan) 
H{irabah sama dengan qat {‟u t{ariq yaitu sekelompok manusia 
yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, 
kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi.
26
 
5) JarimahAl-Baghy (Pemberontakan) 
Al-Baghy (pemberontakan) sering diartikan sebagai keluarnya 
seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Ulama 
Syafi‟iyah berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan al-baghy 
(pemberontak) adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam 
dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinyaatau 
menolak kewajiban dengan kekuatan, argumentasi, dan memiliki 
pemimpin.
27
 
6) JarimahSyurbun al-Khamr 
Asyribah adalah bentuk jamak (plural) dari kata syurbun. 
Asyribah atau minum minuman keras adalah minuman yang bisa 
membuat mabuk, apa pun asalnya. Imam Malik, Imam Asy-Syafi‟i, 
dan Imam Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud khamr adalah 
minuman yang memabukkan, baik disebut khamr atau dengan nama 
lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara khamr danmabuk. 
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 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam..., hlm. 145. 
26
Ibid, hlm. 153. 
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Ibid, hlm. 158. 
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Khamr diharamkan meminumnya, baik sedikitmaupun banyak, dan 
keharamannya terletak pada zatnya. Minuman lain yang bukan khamr, 
tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu 
(dzatnya), tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. 
Menurut Abu Hanifah, minum minuman memabukkan selain khamr, 
tidak diharamkan.
28
 
Menurut imam malik dan imam abu hanifah, hukuman untuk 
peminum minuman keras (khamr) adalah dera delapan puluh kali. 
Sedangkan menurut imam syafi‟i dan satu riwayat dari pendapatan 
imam ahmad, hukuman untuk peminum minuman keras tersebut 
adalah dera 40 kali.
29
 
7) JarimahRidda 
Riddah dari segi bahasa berarti ruju‟ (kembali). Menurut istilah 
ridda adalah orang yang kembali dari agama Islam, pelakunya disebut 
murtad. Yakni ia secara berani menyatakan kafir setelah beriman.
30
 
Orang yang keluar dari agama Islam (murtad) wajib untuk 
bertaubat 3 kali. Namun jika tidak mau, orang tersebut wajib dihukum 
mati.
31
 
c. Jarimah Ta’zir 
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 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Bandung: CV 
Pustaka Setia, 2013) , hlm. 413-414. 
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 Warfi Ahmad, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 76-78. 
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Jarimah ta‟zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara 
tegas diatur oleh Al-Qur‟an atau h{adits|, aturan teknis, jenis, 
pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini 
sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang 
dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.
32
 
 
Menurut istilah, sebagaimana diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa 
yang dimaksud dengan ta‟zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan 
atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh 
syara‟. 
Jadi dengan demikian jarimah ta‟zir suatu jarimah yang 
hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal 
ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku 
jarimahta‟zir.33 
Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta‟zir yang menyinggung 
hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan 
dan kemaslahatan umum, misalnya membuat kerusakan di muka bumi, 
pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan 
istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain. 
Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah ta‟zir yang menyinggung hak 
perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada 
orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, 
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  Nurul Irfan dan Masyrofah,Fiqh Jinayah..., hlm. 4. 
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  Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam..., hlm. 178. 
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penipuan, pemukulan, saksi palsu, mencaci maki agama orang lain, 
menimbun makanan, dan lain-lain.
34
 
Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta‟zir 
adalah at-ta‟zir yaduru ma‟a maslahah artinya hukum ta‟zir didasarkan 
pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip 
keadilan dalam masyarakat. 
Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Qur‟an yang dijadikan 
landasan adanya jarimah ta‟zir adalah Qur‟an Surat al-Fath { ayat 8-9: 
                   
Artinya : 
“Sesungguhnya Kami mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi, 
pembawa berita gembiradan pemberi peringatan.” 
                       
       
 
Artinya :  
“agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan 
(agama)-Nya, membesarkannya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan 
petang.”35 
 
Dari terjemahan tersebut di atas A. Hasan menterjemahkan: 
watu‟aziruhu sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan dan supaya 
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kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu 
diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana 
yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.
36
 
 
C. Taklif  dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Taklif 
Sasaran hukum-hukum syara' sebagaimana terkandung dalam konsep 
fiqih sebagai ilmu, ialah perbuatan mukallaf (al-Ah{ka>m al-Syari'at al-
'Amaliyat). Artinya, hukum-hukum syara' yang ditetapkan itu ialah 
mengenai perbuatan manusia (mukallaf). Hukum-hukum syara' yang 
mengatur dan mengenai perbuatan manusia itu mempunyai kekuatan 
mengatur dan "memaksa" melalui taklif. Sedangkan yang dimaksud taklif 
ialah, penetapan beban atas penerima titah (al-Mukhatthab). Dalam arti lain, 
taklif ialah tuntutan yang mengandung pembebanan. 
Dari pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa taklif ialah Khithab 
syara' yang isinya tuntutan yang mengandung pembebanan atas penerima 
khithab(al-Mukhathab). Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep atau 
pengertian takliftersebut ialah: titah syara' (khithab al-Syara'), penerima 
titah (al-Mukhathab), danpembebanan (al-Katfah). Titah syara' ialah 
khithab Allah yang isinya tuntutan untuk (harus) dilakukan, untuk 
ditinggalkan, untuk dilakukan atau ditinggalkan. Penerimatitah itu (al-
Mukhathab) ialah pihak yang tidak bisa menghindar untuk menerima 
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danmelaksanakan tuntutan yang terkandung dalam khithab itu. Sedang 
pembebanan ialahbahwa, tuntutan khithab itu mempunyai kekuatan 
memaksa dan, karena kekuatanitulah maka tuntutan khithab menjadi beban 
yang harus ditanggung atau dipikul olehpihak penerima khithab. Dari ketiga 
unsur tersebut dapat ditentukan bahwa, persoalanyang berhubungan dengan 
karakter amalyahnya, hukum-hukum syara' meliputi persoalan-persoalan 
taklif, mukallaf, dan hukum-hukum taklifi.
37
 
2. Syarat-syarat Taklif  
Para ulama sepakat menyatakan bahwa perbuatan seseorang baru bisa 
dikenai taklif apabila telah memenuhi dua syarat , yaitu: 
a. Orang tersebut telah mampu memahami tuntutan syara‟ yang terkandung 
dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah, baik secara langsung maupun dari orang 
lain. Patokan dasar dalam menentukan seseorang telah cakap atau belum 
adalah kedewasaan (ba>ligh) seseorang. Hal ini ditentukan dengan 
keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya sperma bagi pria. 
b. Orang tersebut harus cakap bertindak hukum (mukallaf). 
Dasar adanya taklif kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan 
kemampuan memahami. Saifuddin Al-Amidi menegaskan bahwa syarat 
seseorang dapat dikatakan mukallaf adalah jika ia berakal dan telah mampu 
memahami. Karena suatu firman jika dihadapkan kepada orang yang tidak 
berakal dan tidak dapat memahami maka akan sia-sia belaka. Seperti halnya 
kepada anak kecil yang belumba>ligh, orang gila dan sebagainya. 
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Al-Amidi secara ringkas menjelaskan sebagai berikut: 
a. Yang menjadi dasar taklif adalah akal karena taklif bersumber pada 
firman yang harus dipahami oleh akal. 
b. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia 
muda, dan dipandang belum sampai pada ke batas taklif melainkan jika 
akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya. 
c. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa 
secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya 
(kematangannya) jika sudah mencapai usia ba>lighatau dewasa secara 
biologis. Sebagai batas pemisah antara masa masih kurang sempurna akal 
dengan mulai mencapai kesempurnaannya ialahba>ligh. Di kala orang 
sudah ba>lighmaka masuklah ia dalam kategori mukallaf. Dan setiap 
orang mukallaf harus bertanggungjawab terhadap hukum taklify. 
Peranan akal merupakan faktor utama dalam syariat Islam untuk 
menentukan seseorang sebagai mukallaf. Sekalipun seseorang 
telahmencapai usiaba>ligh namun tidak sehat akal maka hukum taklifi tidak 
dibebankan kepadanya. Hal ini sejalan dengan hukum positif yangmengenal 
istilah personae miserabile, yaitu seorang manusia yang dianggap tidak 
cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum.
38
 
Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman H{ad  karena kejahatan 
yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang 
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anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, Qodhi 
berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan 
baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari 
membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.
39
 
Sedangkan menurut hukum positif anak di bawah umur 12 tahun tidak 
dapat dipertangungjawabkan dalam hukum pidana menurut Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak. Menurut 
pertimbangan pembuat undang-undang secara psikologis dipandang bahwa 
anak dibawah umur 12 tahun belum mempunyai kematangan berpikir untuk 
menilai perbuatannya dan akibat perbuatannya sehingga keputusan untuk 
berbuat atau tidak berbuatpada anak di bawah umur lebih banyak didasari 
oleh kehendaknya (wetens). Atas dasar inilah sehingga anak di bawah umur 
12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas 
tindak pidana yang dilakukannya.
40
 
3. Taklif dan Konsekwensinya 
Taklif, sebagaimana yang dikonsepkan di atas, mengandung isyarat 
akankepastian adanya pihak yang memberi atau melimpahkan beban kepada 
pihak yangmenerimanya, yaitu mukallaf. Pihak yang memberi beban 
dimaksud dalam kajiantasyri' al-Islami, diistilahkan dengan,al-
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H{akimataual-Syari', ataual-Musyarri'. Telah terjadi ijma>' atau, tidak ada 
perselisihan pendapat dikalangan umat musliminbahwa, hukum-hukum 
syara' itu berasal dari Allah SWTsesudah pengutusan Rasul (Rasul Allah) 
dan sampainya (jangkauan) da'wah.Pemunculan hukum-hukum dimaksud, 
baik dengan jalan (t{ariqah) nash al-Qur'an danal-Sunnah, maupun melalui 
perantaraan mujtahid.Yang disebut terakhir inidisebabkan karena, peranan 
mujtahid itu hanyalah melahirkan atau mengeluarkanhukum-hukum syara' 
dari dalil-dalilnya, bukan menjadi sumbernya. 
Meskipun amat jelas bahwa al-Syari'ah itu berasal dari Allah, tetapi 
karenaal-Syari'ah itu untuk manusia, dan manusia dalam kemanusiaan 
biasaannya ini amattidak mungkin menerima al-Syari'ah secara langsung 
dari Allah, maka mediator antaraAllah dengan manusia dipersiapkan oleh 
Allah sendiri, yaitu Rasul (Rasul Allah).Kaitannya dengan al-Syari'ah 
dalam proses tersebut, al-Syeikh Muhammad Nawawimenyatakan bahwa, 
agama (al-Din) dalam identifikasi ketentuan/aturan, adalah al-Syari'ah itu 
sendiri. Al-Syari'ah yang dimaksud ialah sesuatu apa saja darihukum-hukum 
yang disyari'atkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. 
Dalam pernyataan tersebut ada statemen melalui lisan Nabi 
Muhammad yangberarti bahwa pada akhirnya al-Syari'ah itu muncul pada 
muara lisan NabiMuhammad.
41
 Jadi, Syari'ah dan pensyari'atannya itu 
sebetulnya ada di tangan Nabisebab, Nabi sendirilah yang berfungsi sebagai 
mediator. Dalam fungsi ini, Nabi(Muhammad) itu juga mengemban tugas 
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Rasul Allah (Utusan Allah) yang berartiAllah mengutus Nabi Muhammad 
untuk menyampaikan al-Syari'ah kepada manusia.Al-Syari'ah yang 
disampaikan dan diberlakukan kepada manusia itu harus berbentukfisik 
(materi) meskipun berasal dari Yang Maha Bukan Fisik karena, 
penerimanyaadalah manusia (yang fisik). 
Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang mengemban al-
Syari'ah itu,bisa dikatakan bahwa beliaupun adalah al-Syari' karena, ada 
syari'ah yang secarateknis tidak ditampung dalam al-Syari'ah itu. Keadaan 
inilah yang memperlihatkanbahwa sesuatu yang dibawa atau didatangkan 
oleh Nabi Muhammad SAWitu menjadi dasar keyakinan. Artinya, apapun 
yang dibawa olehNabi, wajib diyakini (diimani) berasal dari Allah SWT.  
Membenarkan segala sesuatu yang dibawa oleb Nabi Muhammad 
SAW; yangdibenarkan itu ialah segala sesuatu yang tidak bisa dibantah lagi 
kebenarannya. 
Yang dimaksud 'membenarkan' ialah pernyataan hati yang teguh,baik 
keteguhannya ituberdasarkan dalil, dan inilah yang dikatakan ma'rifah, 
maupunberdasarkan taqlid. Sedangkan yang dimaksud 'pernyataan hati' 
ialah, hati itumenyatakan:aku rela terhadap segala sesuatu yangdibawa oleh 
Nabi Muhammad SAW. 
Konsekwensi keharusan beriman kepada segala sesuatu yang dibawa 
atau diajarkan oleh Nabi Muhammad itu, memberi isyarat bahwa Nabi 
Muhammad sendiri sebagai Rasul Allah pun harus diimani. Kerasulan 
Muhammad dan segala sesuatu yang dibawanya, yakni al-Syari'ah adalah 
45 
 
 
 
satu kesatuan. Keharusan beriman kepada Muhammad sebagai Rasul Allah 
itu merupakan makna dari kalimat Syaha>dat, kesaksian bahwa Muhammad 
itu Rasul Allah. Menurut al-Syeikh Muhammad Nawawi, pengutusan 
(kerasulan) Nabi Muhammad itu ialah, kepada seluruh makhluk Allah. Yang 
dimaksud seluruh makhluk Allah ialah: manusia,
42
 jin, ya'juj, ma'juj, 
malaikat, seluruh nabi, umat-umat terdahulu sejak Nabi Adam sampai hari 
kiamat, diri Nabi Muhammad sendiri, dan segala yang tidak berakal. 
Pengutusan (kerasulan) Nabi Muhammad kepada dan untuk segenap 
mahlukAllah itu secara fungsional, al-Syeikh Nawawi membedakannya 
menurut pendapat-pendapat ulamasebagai berikut: 
a. Yang disepakati oleh para ulama (ijma >'), kerasulan Nabi Muhammad itu 
ada duafungsi, yaitu: 
1) Fungsi dan muatan tak‟lif (pembebanan) yakni, kerasulan Nabi 
Muhammadkepada manusia dan jin; 
2) Fungsi dan muatan tasyrif (pemuliaan) yakni kerasulan Nabi 
Muhammadkepada segala sesuatu yang tidak mempunyai akal; 
b. Yang diperselisihkan oleh para ulamayaitu kerasulan NabiMuhammad 
kepada Malaikat; ada yang berpendapat dalam fungsi dan muatantaklif 
sesuai dengan kodrat malaikat, dan ada yang berpendapat dalam fungsi 
dan muatantasyrif. 
Fungsi kerasulan Nabi Muhammad seperti tersebut di atas, yang 
berkaitandengan subyek hukum syara' adalah subyek yang terkena taklif 
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yakni manusia dan jin;malaikat ada kemungkinan termasuk sebagai subyek 
yang terkena taklif. Jadi, subyekyang pasti menjadi pengemban taklifialah 
manusia dan jin karena kerasulan nabiMuhammad dalam fungsi dan muatan 
taklif adalah kepada kedua subyek tersebut.Penetapan pihak pengemban 
taklif kepada manusia dan jin merupakan konsekwensidari keberlakuan A-
Syari'ah atas mereka oleh atau melalui lisan Nabi MuhammadRasul Allah 
SWT. Pihak pengemban taklif dimaksud, pada gilirannya disebutmukallaf. 
Karena itu munculnya mukallaf adalah konsekwensi dari kerasulan 
NabiMuhammad dalam fungsinya sebagai Rasul Allah. 
Alur pemikiran al-Syeikh Muhammad Nawawi tersebut menunjukkan 
bahwabaik dan buruk, taat dan maksiat, terpuji dan tercela, adalah atas dasar 
al-Syari'ah.Hukum-hukum al-Syari'ah sendiri pada hakekatnya adalah 
khithab Allah SWT, dan
43
penerima khithab itudikatakan mukhathab yaitu, 
pihak yang terkena taklif dari(materi) khithab itu. Alur ini menunjukkan 
bahwa al-Syeikh Muhammad Nawawiialah seorang Ahlu al-Sunnah sebab, 
menurut ahlu al-sunnah, baik dan buruk, terpujidan tercela, kebaikan taat 
dan keburukan maksiat, adalah atas dasar syara' yangdibawa oleh Rasul 
Allah. Berbeda dengan pendirian Mu'tazilah yaitu bahwa akalpunbisa 
menghukumi baik atau buruk, terpuji atau tercela.Bahkan dalam banyak 
hal,Mu'tazilah dipandang oleh al-Syeikh Muhamamad Nawawi sebagai 
akidah yang fasid(rusak). 
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Kembali tentang taklif, al-Syeikh Muhammad Nawawi berpendapat 
bahwa,taklif Allah itu tidak memberatkan manusia, bahkan sesuai dengan 
kemampuanmanusia. Pendapat ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 
286, khususnya dalampernyataan bagian pertama ayat sebagai berikut:
44
 
                          
 
Artinya :  
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang 
dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 
diperbuatnya.”45 
 
Allah Ta'ala tidak membebankan kepada kita kecuali sesuatu yang 
bisa dansanggup kita pikul. Atas dasar rahmat ke-Tuhanannya, Allah Ta'ala 
tidak menuntutkepada kita melainkan terhadap sesuatu yang gampang dan 
mudah. 
Dalam penafsiran tersebut tergambar bahwa taklif Allah yang 
terkandungdalam kitab-Nya, memihak pada manusia dengan 
mempertimbangkankemampuannya. Kemampuan yang dipertimbangkan itu 
ada pada diri manusiasebagai makhluk ciptaan Allah yang dipersiapkan 
untuk menerima taklif.Konsekwensinya, rekayasa terhadap manusia adalah 
kadar kemampuan yang bakalsesuai dengan kadar taklif Allah. Karena itu, 
perbuatan yang muncul bukanlah ekses(asar) dari kesanggupan manusia, 
melainkan dari kemudahan usaha manusia.Disinilah terlihat pentingnya 
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manusia sebagai pengemban taklif yang, selanjutnyadisebut mukallaf, 
berada dalam posisi sistem kalfah(kebebanan khithab) al-Syari'ah.
46
 
 
D. Hukuman dalam Hukum Islam 
Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat larangan 
melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai 
dengan adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun perintah 
itu diakui oleh segenap anggota masyarakat yang bersangkutan. Kemudian 
bagaimana cara menghukum pelanggar aturan itu tentunya memerlukan aturan 
lebih lanjut yang merupakan bagian dari suatu sistem hukuman.  
1. Pengertian Hukuman  
a. Menurut Fiqih 
Hukuman dalam istilah Arab sering disebut „uqu>bat, yaitu bentuk 
balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan 
syara‟ yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan 
manusia.
47
 Sedangkan sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam 
disebut „īqāb(bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah 
„uqūbat yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan.48 
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b. Menurut Ahli Hukum Kontemporer 
Menurut Abd. al-Qadir Audah hukuman adalah suatu penderitaan 
yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar 
aturan.
49
 
Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman merupakan siksaan bagi 
sipelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan 
suatu ketetapan syara‟di dalam menghilangkan maf>sadah, dan 
menghilangkan maf>sadah itu sendiri merupakan kemaslahatan. 
Senada dengan yang dikemukakan oleh Abd. al-Qadir Audah 
tersebut, Ahmad Fathi Bahansi mengemukakan tentang hukuman adalah 
bahwa hukuman juga merupakan bagian ketetapan dari syar‟i sebagai 
upaya pencegahan terhadap dilakukannya pelanggaran-pelanggaran baik 
yang berupa melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan 
suatu perintah dari syar‟iitu, yang dengan upaya pencegahan itu seorang 
pelaku jarimah tidak lagi melakukan pelanggaran itu atau perbuatan-
perbuatan yang pada intinya melanggar aturan. Dalam hal ini hukuman 
itu lebih bersifat prevensi(pencegahan) khusus yaitu bagi pelaku jarimah. 
Berbeda dengan pemaparan Abd. al-Qadir Audah yang lebih bersifat 
prevensiumum atau dengan mempertimbangkan kepentingan 
masyarakat.
50
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2. Syarat-syarat Hukuman 
Ulama fiqih mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak 
pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Hukuman itu disyari‟atkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang 
telah ditetapkan dan diakui oleh syari‟at Islam. Perbuatan dianggap salah 
jika ditentukan olehnas{h.  
b. Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena 
pertanggungjawaban tindak pidana hanya dipundak pelakunya, orang lain 
tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh 
seseorang. 
c. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang karena 
pelaku tindak kejahatan di muka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa 
membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat atau penguasa.
51
 
3. Klasifikasi Hukuman  
Adapun secara rinci suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku 
jarimah dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu: 
1. Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya. Poin ada 
empat tipologi, yaitu: 
a. Hukuman Pokok (al-„uqũbat al-asliyah), yaitu hukuman yang telah 
ditetapkan dan merupakan hukum asal dari suatu jarimah seperti 
hukuman qisha>shdalam pembunuhan, rajam, perzinahan dan potong 
tangan dalam pencurian. 
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b. Hukuman Pengganti (al-„uqũbat al-badaliyah), yaitu hukuman yang 
mengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat 
dilaksanakan karena alasan syar‟iseperti denda dalam hukuman 
qisha>shdan ta‟zir sebagai pengganti hukuman h{ad danqisha>sh. 
c. Hukuman Tambahan (al-„uqũbat al-taba‟iyah), yaitu yang mengikuti 
hukuman pokok tanpa mengikuti keputusan secara tersendiri. Seperti 
larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan 
terhadap keluarga dan itu merupakan tambahan dari hukuman qisas. 
d. Hukuman Pelengkap (al-„uqũbat al-takmiliyah), yaitu hukuman yang 
mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari 
hakim. 
2. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya 
hukuman  
a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas. Artinya hukuman itu 
tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukuman had 
dengan 80 kali cambukan 
b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah di mana 
hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai di antara 
dua batas tersebut. Seperti penjara atau jilid dalam jarimah ta‟zir. 
3. Berdasarkan besarnya hukuman yang telah ditentukan  
a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, di mana 
seorang hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah 
atau diganti dengan hukuman lain.  
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b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari 
sekumpulan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syara‟ 
agar bisa disesuikan dengan keadaan perbuatandan perbuatannya. 
4. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman  
a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan pada anggota badan 
manusia. Seperti jilid. 
b. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, seperti hukuman mati. 
c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia seperti 
hukuman penjara atau pengasingan. 
d. Hukuman harta, seperti hukuman diyat dan perampasan. 
5. Berdasarkan macamnya jarimah serta hukumannya 
a.Hukuman h{ad, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-
jarimahh{udud. Antara lain: jilid 100 kali, pengasingan, rajam. Tiga 
macam hukuman tersebut ditetapkan bagi jarimah perzinahan. Jilid 80 
kali bagi jarimahQadz|af dan peminum khamr, potong tangan bagi 
jarimah pencurian dan hukuman mati bagi pembunuhan. Hukuman 
mati dan salib, pemotongan anggota badan, dan pengasingan. Ketiga 
hukuman tersebut ditetapkan dalam jarimahh{ira>bah. Hukuman mati 
dan perampasan harta bagi jarimah murtad dan pemberontakan. 
b.Hukuman qisha>sh-Diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah:  
1) Qisha>sh, yaitu pelaku jarimah dijatuhi hukuman setimpal bagi 
perbuatannya.  
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2) Diyat, yaitu hukuman pokok bagi jarimah pembunuhan dan 
penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja.  
3) Pencabutan hak waris dan menerima wasiat merupakan hukuman 
tambahan dalam jarimah pembunuhan tidak sengaja. 
c. Hukuman Ta‟zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-
jarimah ta‟zir seperti penjara kurungan, pengasingan, ancaman, dan 
denda.
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BAB III 
BATAS USIA ANAK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PIDANA 
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG 
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 
 
A. Definisi Pertanggungjawaban Pidana  
1. Perspektif Hukum Islam 
a. Menurut Fiqih 
Adapun pengertian pertanggungjawaban pidana dalam fiqih adalah 
pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang 
yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari 
perbuatannya itu.
1
 
Adapun pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban 
pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, 
dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat 
dari perbuatan tersebut.
2
 
Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya 
membebankan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, 
                                                             
1
 Imam Muttaqin, Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum 
Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, As-Syari‟ah Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, Nomor 2, 2016, 
hlm. 23. 
2
Ibid, hlm. 23. 
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hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang 
semestinya dijatuhkan bagi orang  dewasa kecuali jika ia telah ba>ligh.3 
b. Menurut Ahli Kontemporer 
Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum dapat 
berupa berbuat atau tidak berbuat. Pelaku jarimah dapat dihukum apabila 
perbuatannya dapat dipersalahkan. Setiap perbuatan pidana atau 
peristiwa pidana itu harus mengandung unsur-unsur sifat melawan 
hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yang 
dilakukan merupakan perbuatan yang dalam hukum dinyatakan 
perbuatan yang dapat dihukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa jarimah 
dapat dipersalahkan terhadap pelakunya apabila pelaku tersebut sudah 
berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pelaku tersebut 
terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan kesadaran yang penuh.
4
 
Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan 
menentukan usia dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 
tahun. Dalam hal ini Fathy Zaghlul memberi penjelasan bahwa seorang 
anak dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki kemampuan sehingga ia 
mencapai usia mummayyiz hanya saja akal dan bakatnya masih tetap 
muda, belum kuat untuk menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukannya 
walaupun melakukannya dengan sengaja. Namun kemampuan menilai itu 
                                                             
3
 Elfa Murdiana, Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan 
Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Al-Mawarid, (Lampung), 
Vol. 12, Nomor 1, 2012, hlm. 8. 
4
 Imam Muttaqin, Batas Usia Anak..., hlm. 23. 
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baru diperolehnya setelah ia dewasa, yaitu setelah akalnya cukup 
memiliki kebijaksanaan dan pandangan yang jauh ke depan.
5
 
Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan 
bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, 
ikhtilam dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat 
bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang 
kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya 
kecerdasan.
6
 
2. Perspektif Hukum Positif 
a. Menurut Pakar Hukum 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang 
terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan 
pidana yang terjadi atau tidak.  
Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan 
dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang 
dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan 
tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan 
pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 
dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab 
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Ibid , hlm. 20.  
6
Ibid, hlm. 7. 
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maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
7
 
Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa 
pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini. 
Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang 
memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia 
menentukan perbuatannya. 
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya; 
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan 
pendapatnya. 
Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab 
adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang 
mempunyai tiga macam kemampuan : 
1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri. 
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak 
diperbolehkan oleh masyarakat dan 
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya. 
Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. 
Van Hamel adalah sebagai berikut: 
                                                             
7
 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & 
Pukap Indonesia, 2012), hlm. 73. 
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1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau 
menginsyafi nilai dari perbuatannya; 
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara 
kemayarakatan adalah dilarang; dan 
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya8 
Aturan tentang tindak pidana pada mulanya tidak dimaksudkan 
untuk melindungi negara dan masyarakat dari kejahatan atau pelaku 
kejahatan, baik yang telah nyata maupun berpotensi. Perspektifnya tidak 
positif, tetapi justru negatif, yaitu bukan negara yang berada dalam 
keadaan terancam dengan adanya berbagai tindak pidana, tetapi justru 
sebaliknya para potential offender atau offender itu sendiri yang jika 
perbuatannya tidak dinyatakan dilarang dan diancam dengan pidana akan 
mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari penguasa/negara 
ataupun tindak “main hakim sendiri” dari masyarakat. 
Sedangkan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana 
berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri 
seseorang sehingga sah dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut 
dicela karena perbuatannya, dimana wujud celaan tersebut adalah 
pemidanaan. Tekanannya justru pada fungsi melegitimasi tindakan 
penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana. 
Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat 
ketercelaan seseorang karena melakukan tindakan pidana dan penentuan 
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  Ibid, hlm. 74. 
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berat ringannya nestapa yang menjadi konsekuensinya. Aturan mengenai 
pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu 
hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan 
pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.
9
 
b. Menurut KUHP 
Masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 
ayat 1 KUHP yang mengatur :  
“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya 
atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”10 
 
Menurut R Soesilo menjelaskan dalam Pasal ini sebagai sebab 
tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena: 
1) Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan kata “akal” disini 
adalah kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. 
2) Sakit berubah akal. Yang termasuk dalam pengertian ini misalnya: 
sakit gila, epilepsie, melancholie dan bermacam-macam penyakit jiwa 
lainnya.
11
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Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahn Menuju Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 17. 
10
 Departemen Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2000), hlm. 20. 
11
 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: 
Politeia, 1995). hlm. 60-61. 
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c. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
Dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa anak dapat 
dikatakan cakap hukum atau sudah mampu mempertanggungjawabkan 
perbuatannya jika sudah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai 
usia 18 tahun. 
B. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana  
1. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Hukum Islam 
Berbagai larangan dan perintah yang datang dari Syara‟ maka perintah 
dan larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat 
memahami pembebanan (taklif).
12
 Kata akal berasal dari bahasa arab, yaitu 
al-aqil yang berarti al-hijr (menahan), juga berarti al-nuha (cerdas/pandai). 
Lafaz „aqala-ya „qilu-aqlan yang berati habasa (menahan/mengikat); berarti 
juga „a>yada (mengokohkan); serta arti lainnya adalah fahi>ma (memahami). 
Lafaz „aql juga disebut dengan al-qalbu (hati). Disebut „aql (akal) karena 
akal itu mengikat pemiliknya dari kehancuran, akal itu sebagai pembeda 
karena dialah yang membedakan dengan semua hewan. 
Maka orang yang berakal („aqil) adalah orang-orang yang dapat 
menahan amarahnya dan mengendalikan hawa nafsunya, karena dapat 
mengambil sikap dan tindakan yang bijaksana dalam menghadapi segala 
persoalan yang dihadapinya.
13
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a. Menurut Al-Qur’an 
Mengenai batasan anak di dalam Islam biasanya anak sebelum 
balig atau anak belum bisa memahami sepenuhnya apa yang baik dan apa 
yang buruk bagi dirinya. Belum sempurnanya akal pikiran anak 
ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa >’ ayat 5 dan Surat Al-An’a>m 
ayat 152: 
                    
                
Artinya :  
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu 
yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja 
dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang baik”.14(QS. An-Nisa >‟: 5) 
 
                          
                  .... 
Artinya: 
“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan 
cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan 
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 
membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.......”.15 (QS. 
Al-An‟am: 152) 
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 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Alwaah, 1993), hlm. 
115. 
15
 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Alwaah, 1993), hlm. 
214. 
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b. Menurut Ahli  Fiqih 
Orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu 
bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun 
dengan laranganNya. Ia telah dibebani dengan kewajiban, larangan, 
anjuran, dan berbagai kewajiban lainnya sehingga bila bersalah maka ia 
akan dibebani hukuman-hukuman sesuai dengan yang di kerjakannya. 
Adapun mengenai sah tidaknya membebani hukum kepada mukallaf, 
maka dalam syara‟ di syaratkan dengan dua syarat:16  
1) Mukalaf dapat memahami dalil taklif baik itu berupa nas-nas al-
Qur‟an atau sunah baik secara langsung maupun melalui perantara. 
Orang yang tidak mengerti hukum taklif, maka ia tidak dapat 
melaksanakan dengan benar apa yang diperintahkan kepadanya. Dan 
alat untuk memahami dalil itu hanyalah dengan akal. Maka orang 
yang tidak berakal (gila) tidaklah dikatakan mukalaf. 
2) Mukalaf adalah orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan 
kepadanya. Yang dimaksud dengan ahli disini ialah layak atau wajar 
untuk menerima perintah.
17
  
Sedangkan menurut ulama Ushul fiqh membagi Ahli (layak) 
menjadi dua bagian yaitu:  
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 Nahrowi, Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Hukum, Jurnal 
Kordinat, (Jakarta), Vol. 15, Nomor 2, 2016, hlm. 259.  
17
 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 148. 
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1) Ahliyyah al-wujub (Ahli Wajib)  
Ahliyyah al-wujub yaitu kelayakan seseorang untuk ada padanya 
hak-hak dan kewajiban. Ahli keahlian (kelayakan) ini ialah 
kekhususan yang diciptakan oleh Allah SWT kepada manusia dan 
menjadi kekhususannya diantara macam-macam binatang. Dengan 
keahlian itu dia layak menerima hak dan kewajiban. Kekhususan 
inilah disebut Adz-Dzimah yaitu sifat naluri kemanusiaan yang dengan 
itu manusia menerima ketetapan hak-hak bagi orang lain dan 
menerima kewajiban untuk orang lain pula. 
Keahlian inilah (Ahli Wajib) yang tetap bagi setiap manusia 
dengan keadaan bahwa dia itu adalah manusia, baik lelaki maupun 
perempuan, baik janin (masih dalam kandungan) atau kanak-kanak, 
atau anak yang sudah mumayyiz atau sudah baligh atau dewasa, punya 
akal atau gila dan sehat atau sakit. Karena keahlian ini didasarkan atas 
kekhususan naluri kemanusiaan. Jadi setiap manusia mana saja dia 
mempunyai keahlian (kelayakan) wajib. Tidak ada manusia yang 
lepas dari itu, karena keahlian wajib itulah sebagai sifat 
kemanusiaannya.  
Jadi Ahliyyah Al-wujub itu adalah kelayakan seseorang untuk 
ada padanya dalam keputusan seseorang untuk menerima haknya dari 
orang lain dan memenuhi kewajiban kepada orang lain.
18
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Para Ahli Ushul Fikih membagi Ahliyyatul Wujub pada 2 
tingkatan:  
a) Ahliyyah Al-wujub Al-naqisoh atau kecakapan dikenai hukum 
secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima 
hak, tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk 
dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.
19
 Kelayakan 
ini  wajib bagi manusia sesuai dengan kemanusiaannya. Sejak 
menjadi janin di perut ibunya, syara‟ telah menetapkan hak 
baginya, yaitu hak penjagaan, hak warisan, hak wasiat, dan hak-hak 
syara' lainnya.  
Adapun janin, apabila kita melihatnya dari sudut pandang 
bahwa ia termasuk bagian dari ibunya, maka ia berarti tidak 
independen, dan tidak punya tanggungan, tidak memiliki hak 
maupun kewajiban. Namun, apabila kita melihatnya dari sudut 
pandang bahwa ia merupakan jiwa yang bernyawa, maka kita 
menetapkan baginya tanggungan, dan layak memperoleh hak dan 
menerima kewajiban. 
Akan tetapi, mengingat tidak mungkin merajihnya bahwa si 
janin itu merupakan bagian dari ibunya daripada jiwa bernyawa 
yang independen, maupun sebaliknya, oleh karena itu, si janin 
diberlakukan bahwa ia bagian dari sang ibu dan dihukumi tidak 
memiliki kewajiban, juga diberlakukan bahwa ia merupakan jiwa 
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bernyawa yang independen dan dihukumi memiliki hak, sehingga 
sah baginya wasiat, warisan, sah pula dimerdekakan sendiri dari 
sang ibu, dan hak-hak lain yang diwajibkan baginya.
20
 
b) Ahliyyah Al-wujub Al-kamilah, yaitu orang yang layak 
mendapatkan hak dan layak menjalankan kewajiban. Kelayakan ini 
didapat oleh seseorang dimulai sejak lahir, pada masa kanak-
kanaknya, tamyiz, dan setelah baligh.
21
  
2) Ahliyyatul Al-ada‟ (Ahli Melaksanakan) 
Ahliyyatul Al-ada‟ yaitu kelayakan mukallaf untuk dianggap 
ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya menurut syara‟, sekira 
apabila keluar daripadanya akad (kontrak) atau tasharruf 
(pengelolaan), maka menurut syara‟ akad atau tasharruf itu bisa 
diperhitungkan adanya, dan terjadinya tertib hukum atasnya. Apabila 
mukallaf mendirikan sholat, atau berpuasa, atau melaksanakan ibadah 
haji, atau mengerjakan kewajiban apa saja, maka semua itu menurut 
syara‟ bisa diperhitungkan (di i‟tibar), dan bisa menggugatkan 
kewajiban mukallaf. Dan apabila mukallaf berbuat pidana atas orang 
lain dalam soal jiwa, harta, kehormatan, maka dia dihukum sesuai 
dengan pidananya dan diganjar atas pidananya itu dengan bentuk fisik 
dan harta. Maka “Ahli Al-ada‟” itulah yang dimintai pertanggung 
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jawaban, sedangkan asasnya dalam manusia adalah membedakan akal. 
Kecakapan untuk menjalankan hukum (Ahliyyah Al-ada‟) yaitu 
kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala 
tindakannya menurut hukum. Kecakapan berbuat hukum (ahliyyatul 
ada‟) terdiri dari tiga tingkat, setiap tingkat ini dikaitkan kepada batas 
umur manusia. Ketiga tingkat tersebut adalah:  
a) Adim Al-ahliyyah atau tidak cakap sama sekali yaitu manusia 
semenjak lahir sampai mencapai umur tamyis sekitar umur 7 tahun. 
b)  Ahliyyah Al-ada‟ Al-naqisoh atau cakap berbuat hukum secara 
lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur tamyis (kira-kira 
umur 7 tahun) sampai batas dewasa. 
c) Ahliyyah Al-ada‟ Al-kamilah atau cakap berbuat hukum secara 
sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa.
22
 
Anak dapat dikatakan cakap hukum jika sudah memasuki masa 
mummayyiz yaitu seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu 
yang baik dan sesuatu yang buruk, yakni ketika ia berumur 7 tahun 
hingga memasuki masa a>qil ba>ligh. Batasan a>qil ba>ligh tidak dapat 
ditentukan usianya, karena antara anak berbeda-beda.  
Mustafa Ahmad al-Zarqa mengemukakan bahwa menurut Ushul 
Fiqih, mummayyiz adalah periode setelah masa al-thufu-lah (anak kecil 
yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang 
mudarat buat dirinya) dan menjelang masa ba>ligh. Dalam kondisi 
                                                             
22
 Nahrowi, Penentuan Dewasa..., hlm. 261-262. 
67 
 
 
 
normal, masa mummayyiz itu dimulai dari umur 7 tahun sampai 
datangnya masa a>qil ba>ligh, yaitu dengan datangnya haid bagi anak 
perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki. 
Meskipun masa a>qil ba>ligh berbeda antara orang yang satu dengan 
yang lain, namun ulama fiqih mengemukakan batas minimal bagi 
perempuan adalah umur 9 tahun dan anak laki-laki adalah umur 12 tahun. 
Namun bila sampai umur 15 tahun belum datang tanda a>qil ba>ligh bagi 
mereka, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas maksimal masa 
mummayyiz dan anak sudah dianggap a>qil ba>ligh.23 
Dalam hukum Islam batas pemidanaan anak ditentukan oleh ke-
ba>ligh-an anak tersebut, dimana anak dapat dikenakan pidana jika ia 
telah mencapai usia balig. Para ulama membatasi usia ba>ligh dengan 
beberapa pendapat, diantaranya, ulama Khanafi berpendapat usia ba>ligh 
adalah 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun 
bagi perempuan, ini dikarenakan perempuan perkembangannya dan 
kesadarannya lebih cepat. Sedangkan Ulama Syafi‟i dan Ulama Hambali 
membatasi usia ba>ligh dengan usia 15 (lima belas) tahun, kecuali anak 
laki-laki yang sudah i>h{tila>m dan anak perempuan yang sudah haid 
sebelum umur 15 (lima belas) tahun. Sedangkan menurut Ulama Maliki 
membatasinya dengan umur 18 (delapan belas) tahun dan mempunyai 
kecakapan (ahliyyah) untuk melakukan ketentuan-ketentuan hukum yang 
dibebankan kepadanya. Lain halnya dengan jumhur Ulama‟ usia ba>ligh 
                                                             
23Rizal Darwis, ”Fiqh Anak Di Indonesia”, Jurnal Al- Ulum,Vol. 10, Nomor 1, 2010, hlm. 
122. 
68 
 
 
 
ditentukan berdasarkan hukum kelaziman kebiasaan yang terjadi, yaitu 
setelah terjadinya i>h{tila>m bagi anak laki-laki dan haid bagi anak 
perempuan.
24
 Mengenai batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman 
para ulama membagi masa kehidupan menjadi 3 (tiga), yaitu: 
1. Anak belum mummayyiz 
Fase ini berlangsung sejak lahir hingga usia tujuh tahun. 
Perkembangan fungsi akalnya masih sangat rendah sehingga belum 
bisa mencerna mana yang baik dan yang tidak baik. 
2. Anak mummayyiz 
Fase ini berlangsung setelah usia tujuh tahun sampai dewasa. Anak 
sudah dapat membedakan secara terbatas mana yang baik dan yang 
buruk, tapi fungsi akal belum sempurna. 
3. Fase dewasa 
Yaitu, masa setelah berakhirnya masa kanak-kanak, ketika fungsi akal 
sudah sempurna. Para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan 
kedewasaan seseorang. Jumhur ulama menetapkan tanda yang bersifat 
personal, tapi cukup konkret, yaitu mimpi basah (i>h{tila>m) untuk anak 
laki-laki dan khusus untuk perempuan adalah haid. Tanda-tanda 
tersebut juga dapat ditarik keumuman usianya. Sebelum tanda-tanda 
tersebut muncul, seseorang masih disebut anak meskipun telah 
mummayyiz.
25
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Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak 
adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah ba>ligh. Salah 
satu tanda ba>ligh itu adalah telah sampai umur 15 tahun seperti riwayat 
dari Ibnu Umar.  
 Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan 
bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, 
i>h{tila>m dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat 
bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang 
kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya 
kecerdasan.
26
 
Peranan akal merupakan faktor utama dalam syariat Islam untuk 
menentukan seseorang sebagai mukallaf. Sekalipun seseorang telah 
mencapai usia ba>ligh namun tidak sehat akal maka hukum taklifi tidak 
dibebankan kepadanya. Hal ini sejalan dengan hukum positif yang 
mengenal istilah personae miserabile, yaitu seorang manusia yang 
dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum.
27
 
Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman H{ad  karena 
kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum 
atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur 
puber, Qodhi berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan 
beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan 
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menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan 
datang.
28
 
c. Penanganan Pelaku Pidana di Bawah Usia 12 Tahun 
Mahkamah Syar‟iah dalam mengadili anak yang melanggar 
ketentuanhukum jinayah harus berpedoman kepada Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sepanjang 
belum adanya aturan khusus dalam memeriksa dan mengadili anak. 
Dimana Pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutuskan dan menyelesaikan berkonflik dengan hukum yang dapat 
diajukan ke sidang anak adalah sudah berumur 12 (dua belas) tahun 
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum 
menikah.
29
 Sedangkan pelaku anak sebelum 12 tahun dikembalikan 
kepada orang tuanya atau walinya.
30
 
d. Penanganan Pelaku Pidana di Atas Usia 12 Tahun 
Peranan akal merupakan faktor utama dalam syariat Islam untuk 
menentukan seseorang sebagai mukallaf. Sekalipun seseorang telah 
mencapai usia ba>ligh namun tidak sehat akal maka hukum ta‟lifi tidak 
dibebankan kepadanya. Hal ini sejalan dengan hukum positif yang 
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mengenal istilah personae miserabile, yaitu seorang manusia yang 
dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum.
31
 
Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman H{ad  karena 
kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum 
atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur 
puber, Qodhi berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan 
beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan 
menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan 
datang.
32
 
2. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita 
perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan 
nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus 
menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, 
mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang 
membahayakan atau merusak masa depan anak.  
Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH tidak 
hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan 
lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih 
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mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai 
diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 31 Juli 2014.
33
 
a. Batas Usia Anak Berhadapan dengan Hukum 
“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh UU 
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut 
Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, terdiri atas: 
1) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak 
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana (Pasal 1 angka 3); 
2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut 
anak korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun 
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4); 
3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak 
saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu 
perkara pidana yang didengar, dilihat/atau dialaminya sendiri” (Pasal 
1 angka 5).
34
 
 
b. Penanganan Pelaku Pidana Anak di Bawah Usia 12 Tahun Menurut 
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Menurut hukum positif anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat 
dipertangungjawabkan dalam hukum pidana sesuai Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak. Menurut 
pertimbangan pembuat undang-undang secara psikologis dipandang 
bahwa anak dibawah umur 12 tahun belum mempunyai kematangan 
berpikir untuk menilai perbuatannya dan akibat perbuatannya sehingga 
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keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat pada anak di bawah umur 
lebih banyak didasari oleh kehendaknya (wetens). Atas dasar inilah 
sehingga anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat 
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang 
dilakukannya.
35
 
Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses 
peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan 
pidana atau yang dikenal dengan diversi yang mana penyelesaiannya 
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang 
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasann yang dikenal dengan pendekatan keadilan restorative 
justice. Dalam Undang-Undang sistem peradilan anak menegaskan 
adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan 
diversi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus 
untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam 
menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan 
tersebut diharapkan mampu memberikan rasakeadilan terhadap anak 
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yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan 
terbaik bagi anak.
36
 
Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum berusia 
12 tahun maka dapat dilakukan tindakan sesuai Pasal 21 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, yang 
berbunyi sebagai berikut: 
(1)“Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan 
atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil 
keputusan untuk: 
a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau 
b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan 
pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang 
menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat 
maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. 
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke 
pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) 
hari.”37 
Keluarga memiliki peran sebagai media sosialisasi pertama bagi 
anak. Peran inilah yang membuat orang tua memiliki tanggung jawab 
terhadap perkembangan fisik dan mental seorang anak. Semua aktivitas 
anak dari mulai prilaku dan bahasa tidak terlepas dari perhatian dan 
binaan orang tua. Perhatian, kendali dan tindakan orang tua merupakan 
salah satu bentuk pola asuh yang akan memberikan dampak panjang 
terhadap kelangsungan perkembangan fisik dan mental anak. Pola asuh 
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adalah suatu model perlakuan atau tindakan orang tua dalam membina 
dan membimbing serta memelihara anak agar dapat berdiri sendiri.
38
 
Khusus untuk Pasal 21 ayat (1) huruf b dalam penjelasannya 
disebutkan bahwa keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan 
pembimbingan ini, termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi 
psikososial.
39
 
c. Penanganan Pelaku Pidana di Atas Usia 12 Tahun Tetapi Belum 
Berusia 18 Tahun Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 dapat diketahui 
bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam UU No. 11 tahun 2012 
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana”. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan 
anak dalam UU No. 11 tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut. 
1) Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun. 
2) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana. 
Adapun tolak ukur yang menentukan umur dari anak tersebut harus 
didukung oleh alat-alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf c 
KUHAP), misalnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat 
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Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
40
 
Dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan frasa “anak 
yang diduga melakukan tindak pidana” dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 
tahun 2012, tidak atau bukan anak yang sekadar dapat diduga tanpa 
adanya alasan atau syarat sebagai alat bukti, tetapi adalah anak yang 
minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan bahwa anak 
tersebut diduga melakukan tindak pidana. Frasa “tindak pidana” dalam 
Pasal 1 angka 3 adalah terjemahan dari kata strafbaar feit atau delik.
41
 
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaar feit, terdiri atas 
tiga kata, yaitu straf, baar dan feit.Yang masng-masing memiliki arti: 
- Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,  
- Baar diartikan sbagai dapat dan boleh,  
- Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
Jadi istilah Strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman (pidana). 
Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana 
memberikan definisi mengenai delik, yakni: 
Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).” 
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Lanjut Moeljatno mengartikan Strafbaar feit sebagai berikut: 
Strafbaar feit itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”42 
Di samping terjemahan tindak pidana (strafbaar feit) atau delik 
juga diterjemahkan menjadi pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh 
dihukum atau perbuatan pidana, yang oleh Moeljatno dimaksudkan 
sebagai perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana, barang 
siapa melanggar larangan tersebut.
43
 
Anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan 
strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin 
intervensi sistem peradilan pidana. Namun pada pelaksanaannya anak 
diposisiskan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum cenderung merugikan anak, oleh karena itu perlunya 
pengaturan tentang keadilan diversi untuk menghindari dan menjauhkan 
anak dari proses peradilan.
44
 
Dalam kasus ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau 
korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam 
UU SPPA. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan 
berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur 
kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi 
                                                             
42
  Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum..., hlm. 19. 
43
 Wiyono, R, Sistem Peradilan..., hlm. 19-20. 
44
 Mita Dwijayanti, Diversi Terhadap Recidive Anak, Jurnal Rechtidee, (Surabaya), Vol. 12, 
Nomor 2, 2017, hlm. 225. 
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Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 
(delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.
45
 
Jika seorang anak melakukan Residivis yang berarti pengulangan 
suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana 
yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum 
tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.
46
 Maka 
anak tersebut tidak dapat dilakukan proses diversi karena ketentuan 
diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan 
sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: 
a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 
b. Bukan merupakan tindak pidana.47 
Dengan demikian menunjukkan bahwa dalam sistem 
pertanggungjawaban pada anak sesuai Undang-Undang No. 11 tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimulai pada usia 12 tahun 
dengan aturan hukum sebagai berikut: 
1) Hak-Hak Anak 
Kedudukan anak dalam proses penyidikan terhadap nuansa yang 
menimbulkan hak-hak anak secara khusus. Hak-hak anak yang 
dimaksud untuk dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan 
                                                             
45
 Ibid, hlm. 225. 
46
Ibid, hlm. 235. 
47
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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paksa dari proses pemeriksaan penyidik (penangkapan dan 
penahanan) terhadap anak yaitu:
48
 
Pasal 23 
“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan 
hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau 
pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”49 
Dalam menjalankan proses peradilan, seorang anak belum 
mampu untuk menghadapi segala proses yang berlaku, maka seorang 
anak harus didampingi oleh pendamping hukum yang akan membantu 
pelaku agar dapat menjalankan proses peradilan dengan baik. 
2) Upaya Diversi 
Diversi bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari 
proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap 
Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat 
kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, 
sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan 
hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan 
Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.
50
 Seperti dalam Pasal 
29 berikut: 
(1) “Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 
7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. 
(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. 
                                                             
48
  Ariyunus Zai, Taufik Siregar, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan 
dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak, Jurnal Mercatoria, (Nias), Vol. 4, Nomor 2, 2011, 
hlm. 98. 
49
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
50
 Mita Dwijayanti, Diversi Terhadap..., hlm. 229. 
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(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai proses kesepakatan, 
Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan 
Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. 
(4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan 
dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan 
melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian 
kemasyarakatan.”51 
 
Penjelasan Pasal 29 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012 
menyebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada 
tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya diversi dan sebab 
gagalnya diversi.
52
 
3) Penangkapan  
Pasal 30 
(1) “Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan 
penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. 
(2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan 
khusus Anak.”53 
 
Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 
menyebutkan bahwa perhitungan 24 (dua puluh empat) jam masa 
penangkapan oleh penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.
54
 
4) Penahanan  
Pasal 32 
(1) “Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak 
memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa 
Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau 
merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak 
pidana. 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
47 
Wiyono, R, Sistem Peradilan..., hlm. 70. 
48
  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
49 
Wiyono, R, Sistem Peradilan..., hlm. 72. 
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(2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat 
sebagai berikut: 
a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan 
b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 
penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.  
(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.”55 
 
Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 
disebutkan bahwa pada dasarnya penahanan dilakukan untuk 
kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap anak harus pula 
memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan 
perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak dan 
kepentingan masyarakat. 
Dalam hal ini yang dimaksud dengan “lembaga” adalah 
lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan 
sosial anak, antara lain panti asuhan dan panti rehabilitasi.
56
 
5) Sanksi Pidana 
Pasal 71 
(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas: 
a. Pidana peringatan; 
b. Pidana dengan syarat: 
1) Pembinaan di luar lembaga 
2) Pelayanan masyarakat; atau 
3) Pengawasan. 
c. Pelatihan kerja; 
d. Pembinaan dalam lembaga; dan 
e. Penjara. 
(2) Pidana tambahan terdiri atas: 
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
atau 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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  Wiyono, R, Sistem Peradilan..., hlm. 72. 
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b. Pemenuhan kewajiban adat. 
(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa 
penjara denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 
(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat 
dan martabat Anak. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pelaksanaan 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
57
 
 
Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 
menyebutkan bahwa sanksi penjara terdapat pada Pasal 79 ayat (1) 
UU No. 11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan 
diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau 
tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. 
Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak 
paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang 
diancamkan terhadap orang dewasa. 
Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan “maksimum ancaman 
pidana bagi orang dewasa” dalam pejelasan Pasal 79 ayat (2) tersebut 
menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap 
tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP 
atau Undang-Undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara 
tidak berlaku terhadap anak.
58
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BAB IV 
ANALISIS  KOMPARATIF BATAS USIA ANAK YANG DAPAT 
DIJATUHI HUKUMAN PIDANA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM 
ISLAM DAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN 
PIDANA ANAK 
 
Telah disadari bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa karena 
dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-
generasi sebelumnya. Mungkin saja pada saat ini bagi sebagian kalangan, anak 
belum bermakna apa-apa. Akan tetapi kedepannya, anaklah yang berperan utama 
menentukan arah mau dibawa kemana bangsa dan negara ini. 
Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi 
penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang 
tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak 
untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain 
itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang 
bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, 
dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.
1
 
Perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi dewasa ini 
secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman perilaku 
                                                             
1Randy Pradityo, “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Hukum 
dan Peradilan, Vol. 5, Nomor 3, (Bengkulu), hlm. 320. 
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kejahatan dalam masyarakat, kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja tidak hanya 
orang dewasa akan tetapi juga sering terjadi terhadap anak kalau kita perhatikan 
informasi yang ada dimedia cetak maupun elektronik kasus anak yang berhadapan 
dengan hukum cendrung mengalami peningkatan.
2
 
Rasa kasih sayang, perlindungan, pembinaan dan pengarahan yang tepat 
merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan 
anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam 
kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi 
perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, 
cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan 
tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Kenakalan 
yang ditimbulkan tersebut, bahkan bisa saja menjurus ke arah perbuatan melawan 
hukum.
3
 
Ketentuan mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan 
hukum diatur secara beragam dalam perundang-undangan di Indonesia. Hal 
seperti inilah yang membuat kerancuan dalam menentukan kapan seseorang 
dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum selalu 
mensyaratkan bahwa seseorang harus dinyatakan cakap untuk melakukan 
perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum dengan perbuatan hukum yang lain 
                                                             
2
 Dheny Wahyudhi, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui 
Pendekatan, Restorative Justice, Jurnal Ilmu Hukum, (Jambi), Vol. 6, Nomor. 1, 2015, hlm. 143. 
3
Randy Pradityo, “Restorative Justice..., hlm. 320. 
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memberikan syarat yang berbeda kepada seseorang untuk dinyatakan cakap 
bertindak hukum.
4
 
Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delikuen atau 
dalam hukum pidana dikatakan sebagai juvenile delinquency. Romli Atmasasmita 
berpendapat bahwa juvenile delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku 
seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan 
pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat 
membahayakan perkembangan pribadi anak. 
Menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut,perlu 
dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai 
pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, 
perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat 
mempengaruhi anak melakukan perbuatan pidana. Oleh karenanya, diperlukan 
peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya.
5
 
 
 
 
 
                                                             
4
Agustinus Danan Suka Dharma, Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang 
Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal 
Repertorium, (Surakarta), Vol. 2, Nomor. 2, 2015, hlm. 168. 
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A. Batas Usia Anak Yang Dapat Dijatuhi Hukuman Pidana Menurut 
Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
1. Perspektif Hukum Islam 
Bahwa sebagaimana dipaparkan dalam bab sebelumnya dimana batas 
usia anak yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannnya yaitu  
kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (ta’lif).6 
Orang yang berakal (‘aqil) adalah orang-orang yang dapat menahan 
amarahnya dan mengendalikan hawa nafsunya, karena dapat mengambil 
sikap dan tindakan yang bijaksana dalam menghadapi segala persoalan yang 
dihadapinya.
7
 
Anak dapat dikatakan berakal yang sudah mampu atau cakap hukum 
adalah anak yang memasuki masa mummayyiz yaitu seorang anak yang 
sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, yakni 
ketika ia berumur 7 tahun hingga memasuki masa a>qil ba>ligh. Batasan a>qil 
ba>ligh tidak dapat ditentukan usianya, karena antara anak berbeda-beda.  
Meskipun masa a>qil ba>ligh berbeda antara orang yang satu dengan 
yang lain, namun ulama fiqih mengemukakan batas minimal bagi 
perempuan adalah umur 9 tahun dan anak laki-laki adalah umur 12 tahun. 
Namun bila sampai umur 15 tahun belum datang tanda a>qil ba>ligh bagi 
                                                             
6
 Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2015), hlm. 113. 
7
 Saifudin Zuhri, Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2011), hlm. 29-30. 
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mereka, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas maksimal masa mummayyiz 
dan anak sudah dianggap a>qil ba>ligh.8 
Dalam fiqih seorang anak tidak akan dikenakan hukuman H{ad  karena 
kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas 
seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, 
Qodhi berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa 
pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan 
menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.
9
 
Bahwa menurut analisis di atas dapat diketahui mengenai seorang 
anak yang belum ba>ligh dan diduga melakukan suatu jarimah maka menurut 
fiqih anak tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman, karena anak  yang belum 
ba>ligh adalah anak yang belum berakal sehat dan belum dapat memahami 
pembebanan (ta’lif).  
2. Perspektif UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak  
Sedangkan menurut hukum positif Anak yang berkonflik dengan 
hukum yang selanjutnya disebut anak pelaku adalah anak yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3); 
                                                             
8Rizal Darwis, ”Fiqh Anak Di Indonesia”, Jurnal Al- Ulum,Vol. 10, Nomor 1, 2010, hlm. 
122. 
9
  Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 
hlm. 16. 
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Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana pokok yang terdiri atas: 
pidana peringatan; pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, 
pelayanan masyarakat, atau pengawasan;  pelatihan kerja; pembinaan dalam 
lembaga; dan penjara. Terdapat pula pidana tambahan terdiri atas: 
perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan 
kewajiban adat. 
Dimana pidana penjara disebut pidana pembatasan kebebasan 
diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak 
pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang 
dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum 
pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. 
Menurut hukum positif anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat 
dipertangungjawabkan dalam hukum pidana sesuai Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak. Menurut 
pertimbangan pembuat undang-undang secara psikologis dipandang bahwa 
anak dibawah umur 12 tahun belum mempunyai kematangan berpikir untuk 
menilai perbuatannya dan akibat perbuatannya sehingga keputusan untuk 
berbuat atau tidak berbuat pada anak di bawah umur lebih banyak didasari 
oleh kehendaknya (wetens). Atas dasar inilah sehingga  anak di bawah umur 
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12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas 
tindak pidana yang dilakukannya.
10
 
Dari analisis tersebut dijelaskan bahwa batas usia anak sesuai dengan 
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak 
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) yang diduga melakukan tindak pidana. Dimana anak yang sudah 
mencapai umur 12 sudah dikatakan mampu untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi yang telah 
ditentukan dalam Pasal 71 UUSPPA, yang salah satu sanksinya adalah 
hukuman penjara yang dijatuhkan ½ dari pidana penjara orang dewasa. 
Kemudian anak yang berusia dibawah 12 tahun tidak dapat di jatuhi 
hukuman atau dikembalikan kepada orang tua atau walinya karena anak 
tersebut belum mempunyai kematangan berpikir untuk menilai 
perbuatannya dan akibat perbuatannya. Jadi anak yang masih di bawah 12 
tahun harus diberikan perlindungan demi perkembangan anak untuk 
menjadi pribadi yang lebih baik. 
B. Persamaan Dan Perbedaan Batas Usia Anak Yang Dapat Dijatuhi 
Hukuman Pidana Menurut Hukum Islam Dan UU No. 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Dari pembahasan mengenai batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman 
pidana menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 
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  Andi Sofyan dan Nur azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, (Makassar: Pustaka Pena Press, 
2016), hlm. 126. 
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Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Bisa terlihat adanya persamaan dan 
perbedaan dari batas usia anak yang dapat mempertanggungjawabkan pidana. 
1. Persamaan  
a. Perlindungan Anak 
Anak dalam pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki kedudukan 
yang sama. Bahwa seorang anak merupakan generasi penerus bangsa 
yang harus dilindungi. Karena anak masih akan mengalami 
perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan 
seperti yang dimiliki oleh orang yang sudah dewasa.  
b. Kemampuan Bertanggungjawab 
Menurut hukum Islam dan hukum Positif, seorang anak dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya jika memenuhi syarat 
adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri 
dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. 
c. Aturan Hukum Batas Usia Anak dapat Mempertanggungjawabkan 
Pidana 
Selain itu, dalam hukum Islam mengenai batas usia anak yang 
dapat dikatakan cakap hukum atau ba>ligh telah di jelaskan dalam fiqih, 
Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak mengenai batas usia anak telah dijelaskan dalam 
Pasal 1 angka 3. 
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d. Sanksi terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana 
Dilihat dari segi hukumannya kejahatan yang dilakukan oleh anak 
di bawah umur sama-sama memiliki sanksi yang dapat dijatuhkan kepada 
anak berhadapan dengan hukum. Dalam hukum Islam termasuk dalam 
kategori ta’zir. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sanksi yang dapat dijatuhkan 
adalah pidana pokok yang terdiri atas: pidana peringatan; pidana dengan 
syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau 
pengawasan;  pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara. 
Terdapat pula pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang 
diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.  
2. Perbedaan  
a. Batas Usia Anak dapat Mempertanggungjawabkan Pidana  
Mengenai batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman pidana 
menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki beberapa perbedaan, yaitu: 
Hukum Islam 
UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak 
Seorang anak dapat dikatakan 
cakap hukum atau ba>ligh jika 
sudah mencapai usia 15 tahun 
Bahwa Anak yang berkonflik 
dengan hukum yang selanjutnya 
disebut anak adalah anak yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) 
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tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana (Pasal 1 angka 3). 
 
b. Sanksi terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Usia diatas 
12 Tahun 
Hukum Islam 
UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak 
apabila mukallaf berbuat pidana 
atas orang lain dalam soal jiwa, 
harta, kehormatan, maka dia 
dihukum sesuai dengan 
pidananya dan diganjar atas 
pidananya itu dengan bentuk 
fisik dan harta. Maka “Ahli Al-
ada’” itulah yang dimintai 
pertanggung jawaban, 
sedangkan asasnya dalam 
manusia adalah membedakan 
akal. Kecakapan untuk 
menjalankan hukum (Ahliyyah 
Al-ada’) yaitu kepantasan 
seseorang manusia untuk 
diperhitungkan segala 
sanksi yang dapat dijatuhkan berupa 
pidana pokok yang terdiri atas: 
pidana peringatan; pidana dengan 
syarat: pembinaan di luar lembaga, 
pelayanan masyarakat, atau 
pengawasan;  pelatihan kerja; 
pembinaan dalam lembaga; dan 
penjara. Terdapat pula pidana 
tambahan terdiri atas: perampasan 
keuntungan yang diperoleh dari 
tindak pidana; atau pemenuhan 
kewajiban adat.  
Dimana pidana penjara disebut 
pidana pembatasan kebebasan 
diberlakukan dalam hal anak 
melakukan tindak pidana berat atau 
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tindakannya menurut hukum. tindak pidana yang disertai dengan 
kekerasan. Pidana pembatasan 
kebebasan yang dijatuhkan terhadap 
anak paling lama ½ (satu perdua) 
dari maksimum pidana penjara yang 
diancamkan terhadap orang dewasa. 
 
c. Penanganan terhadap ABH yang Berusia Di Bawah 12 Tahun 
Hukum Islam 
UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak 
seorang anak tidak dapat dikenakan 
hukuman H{ad  karena kejahatan 
yang dilakukannya. Karena tidak 
ada tanggungjawab hukum atas 
seorang anak yang berusia 
berapapun sampai dia mencapai 
umur puber, Qodhi berhak untuk 
menegur kesalahannya atau 
menetapkan beberapa pembatasan 
baginya yang akan membantu 
memperbaikinya dan 
menghentikannya dari membuat 
kesalahan lagi di masa yang akan 
Menurut hukum positif anak di 
bawah umur 12 tahun tidak dapat 
dipertangungjawabkan dalam 
hukum pidana sesuai Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sisitem Peradilan Pidana 
Anak.  Menurut pertimbangan 
pembuat undang-undang secara 
psikologis dipandang bahwa anak 
dibawah umur 12 tahun belum 
mempunyai kematangan berpikir 
untuk menilai perbuatannya dan 
akibat perbuatannya sehingga 
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datang. keputusan untuk berbuat atau 
tidak berbuat pada anak di bawah 
umur lebih banyak didasari oleh 
kehendaknya (wetens). Atas dasar 
inilah sehingga  anak di bawah 
umur 12 tahun tidak dapat 
dipertanggungjawabkan dalam 
hukum pidana atas tindak pidana 
yang dilakukannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis  komparatif batas usia anak yang dapat dijatuhi 
hukuman Pidana menurut perspektif hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah di uraikan panjang lebar 
secara obyektif dan ilmiah, maka dapat di simpulkan sebagai berikut: 
1. a. Usia pertanggungjawaban pidana anak perspektif hukum Islam yaitu 
dapat dilihat dari ketentuan Fiqih apabila mukallaf berbuat pidana atas 
orang lain dalam soal jiwa, harta, kehormatan, maka dia dihukum sesuai 
dengan pidananya dan diganjar atas pidananya itu dengan bentuk fisik dan 
harta. Maka “Ahli Al-ada’” itulah yang dimintai pertanggung jawaban 
dengan maksimal batas usia 15 tahun. 
b. Sedangkan menurut hukum positif dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik 
dengan hukum yang selanjutnya disebut anak pelaku adalah anak yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
2. a. Mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum menurut hukum Islam dalam Fiqih yaitu seorang anak tidak 
dapat dikenakan hukuman Had  karena kejahatan yang dilakukannya. 
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Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia 
berapapun sampai dia mencapai umur puber atau anak sudah mencapai usia 
ba>ligh, Qodhi berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan 
beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan 
menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.  
b. Sedangkan Menurut hukum positif anak di bawah umur 12 tahun tidak 
dapat dipertangungjawabkan dalam hukum pidana sesuai Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  Menurut 
pertimbangan pembuat undang-undang secara psikologis dipandang bahwa 
anak dibawah umur 12 tahun belum mempunyai kematangan berpikir untuk 
menilai perbuatannya dan akibat perbuatannya. Atas dasar inilah sehingga  
anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam 
hukum pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. 
 
B. Saran-saran 
1. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai batas usia anak yang 
dapat mempertanggungjawabkan pidananya baik menurut hukum Islam 
maupun hukum pidana positif, agar masyarakat dapat berperan dalam 
memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. 
2. Perlunya pengkajian ulang oleh praktisi hukum mengenai penjatuhan 
hukuman bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak 
mengabaikan perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial pada diri anak. 
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Karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi perkembangan anak untuk 
masa yang akan datang.  
3. Sepantasnya pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana tidak hanya 
berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina anak sebagai 
pelaku kejahatan, akan tetapi juga berfungsi untuk 
mempertanggungjawabkan dan mencegah pihak-pihak lain yang 
mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya kejahatan yang 
dilakukan oleh anak. 
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